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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan
hidayah-Nya, dapat disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Perhubungan Kota
Banjarbaru Penyusunan SOP ini dilandasi suatu pemikiran bahwa tantangan yang dihadapi
Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dan peningkatan
pelayanan publik masih cukup berat. Dalam rangka itulah Pemerintah Kota Banjarbaru telah
menuangkan kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021 — 2026 yang salah
satu poinnya adalah amanat untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) guna
peningkatan pelayanan publik.

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai salah satu unit kerja di Pemerintah Kota
Banjarbaru juga telah menyusun SOP. Diharapkan SOP yang telah disusun ini menjadi
pedoman atau acuan kerja bagi pejabat dan pelaksana pada Dinas Perhubungan Kota
Banjarbaru sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta dapat
dipertanggungjawabkan dan terhindar dari kesalahan dalampelaksanaannya.

Semoga SOP ini bermanfaat dalam rangka sumbangsih Dinas Perhubungan dalam per-
cepatan Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik guna mewujudkan akuntabilitas

kinerja di lingkungan Pemerintah KotaBanjarbaru.

Banjarbaru, November 2024

MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19820616 200012 1 002
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BAB 1
PENDAHULUAN

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan
tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah
berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata
kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP
adalah menciptakan komitment mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja

instansi pemerintahan untuk mewujudkan Good Governance.

Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal,
karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan
dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi
publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan tidak semua satuan unit kerja instansi
pemerintah memiliki SOP, karena itu seharusnyalah setiap satuan unit kerja pelayanan
publik instansi pemerintah memiliki standar operasional prosedur sebagai acuan dalam

bertindak, agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dievaluasi dan terukur.

A. Maksud danTujuan

Maksud

Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan

dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja.

Tujuan

1. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas Perhubungan KotaBanjarbaru.

2. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas danfungsi
pengawasan.

3. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari pelaksanaaan tugas.

B. Manfaat
Manfaat SOP dalam lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub Kota Banjarbaru
meliputi antara lain:
1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang

dalam menyelesaikan tugas.



10.

11.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
individual pejabat dan pelaksana dan organisasi secara keseluruhan.

Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

Menciptakan ukuran standar kinerja pejabat dan pelaksana dalam memperbaiki
kinerja serta membantu mengevaluasi kinerja yang telahdilakukan.

Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berlangsung dalam berbagai
situasi, secara efektif, efisien, danakuntabel.

Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh
pejabat dan pelaksana dalam melaksanakantugasnya.

Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pejabat danpelaksana.
Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pejabat dan
pelaksana dalam melaksanakantugasnya.

Sebagai instrumen yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari kemungkinan
tuntutan hukum karena tuduhan melakukanpenyimpangan.

Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas danfungsi.
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BAB II
PENJELASAN DAN PRINSIP PELAKSANAAN SOP

Isi Form SOP

Dokumen SOP merupakan dokumen vyang berisi prosedur-prosedur yang

distandarkan, yang secara keseluruhan prosedur-prosedur tersebut membentuk satu

kesatuan proses. Adapun informasi yang dimuat dalam dokumen SOP antara lain

sebagai berikut:

w o N OV R WD

—
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11.

12.

13.

14.

Nama SOP, nama prosedur yang di-SOP-kan;

Satuan Kerja/unitkerja;

Nomor dokumen, nomor prosedur yang di-SOP-kan;

Tanggal pembuatan, tanggal pertama kali SOP inidibuat;

Tanggal revisi, tanggal SOP direvisi;

Tanggal efektif, tanggal mulai diberlakukan;

Pengesahan oleh pejabat yangberkompeten;

Dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang mendasariprosedur;
Keterkaitan, memberikan penjelasan keterkaitan prosedur yang distandarkan
dengan prosedur lain yang distandarkan;

Peringatan, memberikan penjelasan mengenai kemungkinan kemungkinan yang
terjadi ketika prosedur dilaksanakan (atau tidak dilaksanakan). Peringatan
memberikan indikasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan berada
diluar kendali pelaksana ketika prosedur dilaksanakan, dan berbagai dampak yang
ditimbulkan. Dalam hal ini dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya

Kualifikasi Personel, memberikan penjelasan mengenai kualifikasi pegawai yang
dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan.
Peralatan dan Perlengkapan, memberikan penjelasan mengenai daftar peralatan
dan perlengkapan yangdibutuhkan.

Uraian SOP, dijelaskan langkah-langkah kegiatan secara terinci dan sistematis dari
prosedur yang distandarkan. Agar SOP ini terkait dengan kinerja, maka setiap
aktivitas hendaknya mengindikasikan mutu baku tertentu, seperti: waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan, persyaratan/kelengkapan yang diperlukan
(standar in- put), dan output-nya. Mutu baku ini akan menjadi alat kendali mutu
sehingga produk akhirnya (end product) dari sebuah proses benar-benar memenubhi
kualitas yang diharapkan, sebagaimana ditetapkan dalam standarpelayanan.
Pencatatan, memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai
yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan. Dalam

kaitanini, perludibuatformulir-formulir tertentu yang akan diisi oleh setiap pegawai



yang terlibat dalam proses, (Misalnya formulir yang menunjukkan perjalanan
sebuah proses pengolahan dokumen pelayanan perijinan. Atas formulir dasar ini,
akan diketahui apakah prosedur sudah sesuai dengan mutu baku yang ditetapkan
dalam SOP). Setiap pegawai yang ikut berperan dalam proses, diwajibkan untuk
mencatat dan mendata apa yang sudah dilakukannya, dan memberikan
pengesahan bahwa langkah yang ditanganinya dapat dilanjutkan pada langkah
selanjutnya. Pendataan dan pencatatan akan menjadi dokumen yang memberikan

informasi penting mengenai "apakah prosedur telah dijalankan dengan benar".

B. Prinsip Pelaksanaan SOP

Pelaksanaan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.

Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh
siapapun, dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasipemerintahan.
Komitmen. SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran
organisasi, dari level yang paling rendah dantertinggi.

Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadappenyempurnaan-
penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien danefektif.
Mengikat SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan prosedur standar yang telahditetapkan.

Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh pegawai peran-peran tertentudalam
setiap prosedur yang distandarkan. Jika pegawai tertentu tidak melaksanakan
perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya
juga berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan.

Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus
didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi bagi setiap

mereka yang memerlukan.

Vi
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BAB Il
LAMPIRAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SEKRETARIAT

UMUM DAN KEPEGAWAIAN



Nomor SOP

0008.3.3/ 010 /dishub/2024

Tanggal Pembuatan

11 Oktober 2019

Tanggal Revisi

18 November 2024

Tanggal Efektif

1 November 2024

Disahkan oleh

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

(| Perhubungan

D MIRHANSYAH, SSTP, M.Si
bina Utama Muda (IV/c)
P. 19820616 200012 1 002

Nama SOP

Surat Masuk/Keluar

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2010 tentang Tata Naskah Di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Ling-
kungan InstansiPemerintah

1. Jabatan: Pengadministrasisurat
Kualifikasi:

- SLTA/DI/DII/DIII di bidang manajemen perkantoran/administrasi perkantoran/tata
perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan
1. Agenda surat;
2. Lembardisposisi;
Peringatan Pencatatan & Pendataan
Peringatan :

Jika pelaksaaan prosedur pengelolaan surat tidak dijalankan, maka alur dan proses penerbitan surat menjadi
tidak berjalan. Akibatnya unsur pimpinan dan unit kerja menjadi terhambat pelaksanaan administrasinya.
Cara Mengatasi :

1. Pelaksana yang diberi tanggung jawab harus selalu melakukan pemeriksaan ulang terhadap distri-
busi surat untuk memastikan prosedur penerbitan dan penerimaan surat sudah dilakukan sesuai
SOP.

2. Bila ditemukan adanya prosedur alur surat yang tidak sesuai untuk segera dilakukan perbaikan dan
melaporkan pada pimpinan unit kerja yangberkaitan.

1. LembarCheckList
2. Agenda Surat




PELAKSANA MUTU BAKU KET.
Kepala
AKTIVITAS (Surat Masuk) _Penqumm- SubbagUmum Sekretaris | Kepala Dinas | Unit Kerja Persyaratan Waktu Ouput
istrasi Surat danKe_pega-
waian
Menerima surat dan melakukan - Pastikan tujuan surat 5 Menit Surat,
pencatatan  dan  registra- Q ] E’i]lg:i]kzin:;attelah disposisi
si.Melampirkan surat disposisi teregister
pada lembar surat.
Meneruskan surat dengan lem- - Surat yang telah 5 Menit Surat,
bar disposisi kepada kassubag d!lamp_ir_kan lembar disposisi
untuk dibubuhi paraf sebagai > disposisi
bukti bahwa surat telah teregis-
ter.
Meneruskan surat masuk dan Pertimbangan  yang | 20 Menit Surat,
disposisi kepada Sekretaris Di- > (ilaﬁ:;?li)auTubl’iltan - disposisi
nas.Sekretaris dinas melakukan ban segera; J
penelaahan untuk menentukan -Hal yang bersifat
alur surat selanjutnya. Sekreta- rutin;
ris dapat memberikan catatan Butuh penelahaan -Tidakl o m?m‘?rl,é"ka_n
sebagai pertimbangan pada _ﬂi?eginaaynaan'gutae?éh
lembar diSpOSiSi. Dengan per- didelegasikan Kepala
timbangan tertentu surat dapat Dinas.
langsung diteruskan kepada unit
kerja. Langsung
Menerima surat ma- ¥ 20 Menit Surat,
suk.Penelaahan  dan  mem- disposisi
berikan arahan serta disposisi ke
unit kerja.
Unit kerja menerima surat untuk 4 Surat,
tindak lanjut. disposisi




PELAKSANA MUTU BAKU KET.

Kepala . Pen-

Pengonsep A Kepala Bi- ) . -
AKTIVITAS (Surat Keluar) Surat/Staff Setz:_l:l nit dang Unit Sel:,'i':ta Kep::; Di isgt?'g:i‘zu- Persyaratan Waktu | Ouput

Unit Kerja ) Kerja rat
Mengonsep surat sesuai dengan - Pastikan tujuan Draft
maksud dan tujuan yang telah Q alamit sural':; ; surat
ditentukan unit kerja. Tidak sesuai - Pastikanmaksu

< surat

Memeriksa surat untuk dipasti- - Memperhatikan Surat

isi, tata penulisan dan
penggunaan bahasa.Mem-
berikan paraf persetujuan. Sesuai

kan telah benar secara materi / tata naskah yang
;\ berlaku

Melakukan penelaahan, memas- Surat
tikan telah dilakukan pemerik-
saan teknis surat dan
penggunaan tata bahasa yang
tepat. Memberikan masukan (bi-
la ada) dan memberikan paraf
persetujuan.

\ 4

Menerima surat keluar, 30 Menit Surat
melakukan pemeriksaan dan
penelahaan. Membubuhkan par-
af persetujuan.

\ 4

Menelaah suratdan membu- 30 Menit Surat
buhkan tanda tangan. >

Memberikan nomor surat dan 10 Menit Surat
meregister pada buku surat > teregis-
keluar. ter

Unit kerja menerima surat untuk
tindak lanjut.

V' 3




Nomor SOP

0008.3.3 / 011 /dishub/2024

Tanggal Pembuatan

11 Oktober 2019

Tanggal Revisi

18 November 2024

Tanggal Efektif

1 Nov

Disahkan oleh

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nama SOP :

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang — Undang 25 tahun 2009 Tentang PelayananPublik;

Perpres Nomor 76 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan PelayananPublik;
Perda 12 Tahun 2015 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

4. Perwali 47 Tahun 2018 Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat

W

1. Jabatan: Pengelola Pengaduan Publik
Kualifikasipelaksana:

- Minimal D III di bidang Teknik Informatika/Teknik Komputer/Administrasi Per-
kantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugasjabatan.

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan
- 1. Bukuagenda
2. ATK, komputer danprinter
Peringatan Pencatatan & Pendataan
Peringatan : 1. Formulir AduanPublik

1. Masyarakat tidak menulis identitas yangjelas
2. Isi pengaduan berisikan materi yang tidak pantas, fithah dan mengandung unsur SARA
Cara Mengatasi:
1. Pengaduan tanpa identitas yang jelas tidak bisa dijadikan bukti pengaduan, lakukan konsultasi pada
unsur pimpinan SKPD untuk meminta petunjuk/disposisi tentang langkahselanjutnya

2. Lembar Check ListProsedur




PELAKSANA MUTU BAKU KET.
AKTIVITAS Pejabat Penerima . .

Pengadu Pengaduan Sekretaris Kepala Dinas | Persyaratan Waktu Ouput
Memberikan laporan pengaduan baik secara 10 Menit Materi pen-
langsung maupun tidak langsung. < > gaduan

TIDAK SESUAI

Menerima pengaduan, melakukan registrasi 5 Menit Disposisi, surat
pengaduan. dilakukan penelahaan yang pengaduan
terdiri dari, identifikasi masalah dan /
pemeriksaan substansi. Meneruskan pen- :\
gaduan bila substansi menjadi
kewenangannya.Bila tidak, pejabat pen-
gaduan memberikan jawaban kepada pen-
gadu.Wajib memberikan respon bahwa
pengaduan akan diteruskan.
Melakukan penelahaan, klarifikasi, dan T 1 Hari Disposisi, hasil
verifikasi membuat rekomendasi/laporan kajian
untuk tindak lanjut.
Memeriksa kajian, memberikan disposisi dan 30 Menit Disposisi
arahan kepada sekretaris >
Melakukan pembahasan/rapat dengan unit . 2 Hari Notulen rapat,
terkait, melakukan rencana tindakan. - > < disposisi
Membuat laporan sebagai bahan evaluasi A 4 3 Hari Hasil laporan

penyelenggaraan pelayanan publik

V' 3




PELAKSANA MUTU BAKU KET.
AKTIVITAS Pengadu Pe]:bat Penerima Sekretaris Kepala Dinas | Persyaratan Waktu Ouput
engaduan
1 Hari Jawaban pen-

Memberikan  jawaban ke pengaduan
tentang garis besar tindak lanjut yangtelah
dilaksanakan terkait dengan pengaduan
yang diberikan.

gaduan




Nomor SOP

0008.3.3/ 012 /dishub/2024

11 Oktober 2019

‘ Tanggal Pembuatan

18 November 2024

" Tanggal Revisi
\ Tanggal Efektif

Disahkan oleh

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

/""\\
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1 Novem S;ﬁ/ﬁ_\%\
G/ N \Dlnas Perhi/bungan

MIRHANSYAH, SSTP, M.Si
ina Utama Muda (IV/c)
P. 19820616 200012 1 002

Nama SOP :

Pengelolaan Website SKPD Tentang Penambahan
Menu/Konten/Materi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiPublik
Undang — Undang 25 tahun 2009 Tentang PelayananPublik;

Perpres Nomor 76 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan PelayananPublik;

Perda 12 Tahun 2015 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

5. Perwali 47 Tahun 2018 Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat

H =

1. Menguasai teknik — teknik dasar penulisan berita;
2. MenguasaiKomputer

Keterkaitan

Peralatan/ Perlengkapan

1. Komputer/Laptop, ATK dan Buku Kerja

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

Kesalahan yang mungkin terjadi:

- Materi berita mengandung isu SARA danpolitik;
- Materi berita merupakan re-post tanpa memberikan sumber asliberita;
- Materi tidak sesuai dengan kaidah yang tercantum dalam UU ITE dan UUKIP

Solusi:
- Redaktur melakukan pemeriksaan sesuai prosedur.




AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTUBAKU

KET.

Waktu

2uput

- [Mengonser maten yang ingin diayangkan

sesual dengan tema dan topik terpilih.
Memberikan dalam bentukhardcopy.

AK SESUAI/PERLU PERUBAK

ar

JAN

Maten el

. |Menelaah isi materi sesuai dengan kaidah

yang beraky. Memberikan masukan
perbaikan bila ditemukan hal - hal yang
kuran tepat. Isi materi dapat dirubah
Dalam hal isi materi tidak lavak untuk

) - 5 \
siz;amaalsanr ! WW i Essnad,a]
penolakan.

.
.

e
N

>

30Menit

memberikan masukan terhadap  kenten
mater. Bila memerlukan telahaan, lebib lanjut
dapat diteruskan terlebih dahuly ke kepala
Dinas. Bila telah memenuhi kaidah

FSUAT

BUT

UH

30Menit

. | Memer ispoisi/masul Kcetari

dinas, memberikan masukan pada jsikonten

1Hari

i —
Materi Berita

. [Materi dapat ditayangkan pada website SKPD.




Nomor SOP

0008.3.3 / 013 /dishub/2024

‘ﬁ‘ Tan
ggal Pembuatan
i

11 Oktober 2019

18 November 2024

" Tanggal Revisi
\ Tanggal Efektif

Disahkan oleh

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

A\
1 Nove %S’SL\XQI%\ |

| * | =
‘\_*%‘,\R»'J
\ O b

/VJARB

MIRHANSYAH, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
IP. 19820616 200012 1 002

Nama SOP :

Pengelolaan Kearsipan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang - Undang No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan
2. PP No 23 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU 43 / 2009 tentang kearsipan

1. SLTA/Sederajat

2. Memiliki pemahaman mengenai regulasi hukum kearsipan, seperti UU Kearsipan
di Indonesia, dan mengetahui bagaimana peraturan ini diterapkan dalam
manajemen arsip.

Keterkaitan

Peralatan/ Perlengkapan

SOP Pengelolaan Kearsipan

1. Komputer/Laptop, ATK dan Buku Kerja

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

¢ Jangan Mengabaikan Standar Pengelolaan Arsip

¢ Hindari Penanganan Arsip yang Ceroboh

¢ Jangan Abaikan Keamanan Arsip Digital

e Patuhi Kebijakan Retensi dan Pemusnahan Arsip

¢ Jangan Lupa Mencadangkan Data Digital Secara Berkala

o Pastikan Kepatuhan terhadap Regulasi dan Etika Kearsipan
¢ Jangan Menyimpan Dokumen Sembarangan

¢ Selalu Cek Kualitas dan Keamanan Arsip Secara Berkala

Unit kerja pengelola wajib memberi paraf




SOP PENGELOLAAN KEARSIPAN

No Tahapan Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pengadministra Kasubag Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
siUmum
1{Menerima dan Arsip 5 menit Buku Agenda

menginventarisasi arsip

ketentuan

terkelompokkan

Z2|Memilah materi yang berupa W Buku Agenda 5 menit Arsip terpilah
arsip dan non arsip
|
3|Pemberkasan arsip W Arsip terpilah 5 menit Arsip
terkelompokkan
4|menyimpan arsip sesuai Arsip 5 menit Arsip terkelola
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Nomor SOP

0008.3.3 / 014 / dishub/ 2024

Tanggal Pembuatan

11 oktober 2019

Tanggal Revisi

18 November 2024

Tanggal Efektif

1Nove !‘12"21A ,r \ ’
A

Disahkan oleh

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

ﬁvJ A @ © Pembina Utama Muda (IV/c)
IP. 19820616 200012 1 002

Nama SOP :

Penyusunan Analisis Jabatan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di
Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 33
Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan

1. Pendidikan Minimal S-1

2. Memiliki pemahaman mengenai regulasi hukum kearsipan, seperti UU Kearsipan
di Indonesia, dan mengetahui bagaimana peraturan ini diterapkan dalam
manajemen arsip.

Keterkaitan

Peralatan/ Perlengkapan

SOP Pengelolaan Kearsipan

1. Komputer/Laptop, ATK dan Buku Kerja

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

Penyesuaian dengan Anjab dan regulasi Pemda dan Kementerian

Unit kerja pengelola wajib memberi paraf




Nomor SOP

0008.3.3 / 015 / dishub/ 2024

Tanggal Pembuatan

11 Oktober 2024

Tanggal Revisi

18 November 2024

Tanggal Efektif

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Disahkan oleh

D MIRHANSYAH, SSTP, M.Si
bina Utama Muda (IV/c)
IP. 19820616 200012 1 002

Nama SOP :

Pengelolaan Barang / Aset

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

1. Memiliki SK Pengurus Barang

Keterkaitan

Peralatan/ Perlengkapan

- SOP Pengelolaan Kearsipan 1. Komputer/Laptop, ATK dan BukuKerja/arsiparis

2. Meja dan kursi petugaspelayanan
3. Dokumen Perencanaan
4. Format Pelaporan Dan Aplikasinya

Peringatan Pencatatan & Pendataan

¢ Jangan Abaikan Inventarisasi Secara Berkala 1. Nomor Surat

* Hindari Penggunaan Aset Tanpa Izin 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan / Program di Dinas Perhubungan

o Pastikan Aset Tercatat dan Teridentifikasi dengan Baik

¢ Jangan Biarkan Aset Tidak Terkelola atau Tidak Terawat

¢ Hindari Pembelian atau Pengadaan yang Tidak Sesuai Prosedur

¢ Jangan Lupa Mengamankan Aset Penting

e Patuhi Kebijakan Pemindahtanganan atau Pemusnahan Aset

e Selalu Perbarui dan Audit Data Aset Secara Berkala

¢ Jangan Mengabaikan Tanggung Jawab Pengelolaan Aset

Lakukan Pelaporan Kerusakan atau Kehilangan Aset Segera




TAHAPAN KEGIATAN Ka Sub Bag| Pengurus Kepala Pengadmini| Kelengkapan Waktu Output KET
Barang Dinas strasi
Lmum
1{Meminta daftar kebutuhan Formulir 60 Menit |Daftar Kebutuhan
masing - masing seksi (:_—| Barang
2|Menyusun rencana kebutuhan i Daftar Kebutuhan |120 menit |daftar rencana
barang Barang kebutuhan
3|Menyelenggarakan rapat daftar rencana 60 menit |Rencana
Internal kebutuhan barana Penaadaan
4|Pengadaan Barang v Rencana 30 hari- |Pengadaan
Pengadaan 120 hari
5|Serah Terima Barang Hasil . Pengadaan 25 menit |Barang milik
Pengadaan Daerah
6|Melaksanakan pendaftaran Barang milik 60 menit |Barang milik
dan pencatatan Barang Milik Daerah Daerah Tercatat
Cizaralb
7|Mencatat dan Barang milik 60 menit |Barang milik
mendistribusikan barang Daerah Tercatat Daerah
sesuai kebutuhan ke masing - terdistribusi
9/Mengurus, Mengamankan dan ) Barang milik 60 menit |Barang Milik
memelihara penggunaan T Daerah terdistribusi Daerah
barang Milik Daerah terpelihara
10{Menyusun Laporan Barang Barang Milik 120 menit |Draf Laporan
Milik Daerah 1 Daerah terpelihara Barang Milik
11{Menandatangani Laporan | | | 1 Ya Draf Laporan 120 menit |Laporan Barang
Barang Milik Daerah Tidak Barang Milik daerah Milik daerah
11{Mengirim Laporan Barang Laporan Barang 60 menit |Laporan Barang |SOP
Milik Daerah dan (j Milik daerah Milik daerah  |Pengelolaan
Mengarsipkan terkirim dan Kearsipan

terarcinkan




Nomor SOP

0008.3.3 /016 /dishub/2024

l““ Tanggal Pembuatan

11 Oktober 2019

18 November 2024

" Tanggal Revisi
\ Tanggal Efektif

Disahkan oleh

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

/ AD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si
A Rev mbina Utama Muda (1V/c)

NIP. 19820616 200012 1 002

Perawatan Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Nama SOP :
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara B
Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan
- SOP Pengelolaan Kearsipan 1. Komputer/Laptop, ATK dan BukuKerja

Peringatan Pencatatan & Pendataan
Dengan mematuhi peringatan ini, pengelola kendaraan dinas atau operasional dapat menjaga performa, 1. Buku pemeliharaan
keamanan, dan ketahanan kendaraan agar dapat terus digunakan dengan maksimal.




SOP PERAWATAN BERKALA KENDARAAN DINAS

No Tahapan Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pengemudi| Kasubag | Sekretaris Kepala Subag Kelengkapa| Waktu Output
Umpeg Dinas Perencana n
an &
Kauuannan
1|Memeriksa kondisi dan Kendaraan |30 Daftar
perlengkapan kendaraan ( ) Dinas / menit |Pemeriksaan
sebelum digunakan operasional
2|/membuat daftar perawatan . Daftar &0 Kebutuhan
kendaraan dan mengajukan a Pemeriksaan |menit |Perawatan
kebutuhan perawatan
kendaraan dinas
3|Menerima dan mengajukan ' Kebutuhan |20 Draf
kebutuhan perawatan Perawatan |menit |perawatan
kendaraan dinas
4|Memeriksa dan memproses - Draf 30 Acc draf
draf usulan perawatan . perawatan |menit |perawatan
5|Menandatangani draf usulan L </\\ Ya Acc draf 15 Rekomendasi
perawatan Tidak perawatan |menit |Perawatan
6|Membavyar sesuai dengan - Rekomendasi|10 Biaya
kebutuhan yang telah di Perawatan |menit |perawatan
i r = | gug
7|Membawa kendaraan ke i/l ' Biaya 2 jam |Kendaraan
bengkel untuk perawatan perawatan sudah
rutin/ berkala dibayar diservise dan
8|Membayar pajak kendaraan Kendaraan |2 hari |Nota dan
bermotor sudah Perlengkapan
diservise dan SP)




9

Melaporkan hasil perawatan
kendaraan dinas

Nota dan

Perlengkapa
n SP]

30
menit

Kelengkapan
SP]

SOP
Penyusunan
Surat
Pertanggungja
waban
Keuangan




Nomor SOP

0008.3.3 / 016 /dishub/2024

Tanggal Pembuatan

11 oktober 2019

Tanggal Revisi

18 November 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NIP. 19820616 200012 1 002

Nama SOP :

Pengelolaan Pangkat dan Kenaikan Pangkat dan Golongan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi

3. Instruksi Presiden No 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

4, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

- Pendidikan Minimal D3

Keterkaitan

Peralatan/ Perlengkapan

- SOP Pengelolaan Kearsipan

2. Komputer/Laptop, ATK dan BukuKerja

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Harus di laksanakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting bagi penyelenggaraan
manajemen kinerja dilingkungan Kemendagri

2. Harus dilaksanakan sebagai ukuran keberhasilan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas di lingkungan Kemendagri

1. Format Pelaporan dan Aplikasinya
2.  Komputer

3. Printer

4. Dokumen Perencanaan




SOP PENGELOLAAN DATA KP DAN GOLONGAN

No Tahapan Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Penata Kasubag Sekretaris Kadis Kelengkapan| Waktu Output
Laksana
Kepegawaia
1{Menyiapkan file pegawai File 10 menit |Data
sebagai bahan untuk entri C) Kepegawaian Kepegawaian
data ke SIMPEG |
2|Entri data pegawai ke dalam \ - Data 30 menit |Data
aplikasi SIMPEG apabila terjadi Kepegawaian Kepegawaian
perubahan data Kenaikan ter update
Pannlat Denawuai
3|Menyusun Penjagaan Kenaikan aF. Data 30 menit |Penjagaan
pangkat dan golongan Kepegawaian Kepegawaian
ter update
4|Meneliti dan menyiapkan A Penjagaan 15 menit |Berkas telah
berkas berkas sebagai syarat Kepegawaian sesuai /
kenaikan pangkat dan dan berkas memenuhi
5|Membuat surat usulan . Berkas telah |10 menit |Draf Surat
kenaikan pangkat dan sesuai / Usulan
6|Finalisasi surat usulan = Draf Surat 15 menit |Draf Surat
kenaikan pangkat dan Usulan Usulan final
7 I:'I't‘eﬁﬁr:ﬁn kelengkapan usulan W Draf Surat 10 menit |Draf Surat
kenaikan pangkat dan | Usulan final Usulan final
8|Menandatangani usulan Draf Surat 10 menit |Surat Usulan
kenaikan pangkat kenaikan Usulan final beserta
pangkat dan golongan Tidak S beserta kelengkapanny
kelengkapanny a disetujui
=1
8|Mengirimkan surat usulan Surat Usulan |1 jam Surat Usulan |[SOP
kenaikan pangkat dan - beserta beserta Pengelolaan
golongan, lampirannya dan ( ) kelengkapanny kelengkapanny|Kearsipan
mengarsipkan a disetujui a terkirim dan

terarsipkan




Nomor : 550- 112 /sop/DISHUB/2019
Tgl. Pembuatan : 18/04/2019
Tgl. Revisi ;
Tgl. Efektif
Disahkan Oleh
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU L.
4_\ /4
\\\04 Ny ARQ? MAD YANI, S Sos, MM
= NIP 10641102 198903 1 NNR
Nama SOP :

DINAS PERHUBUNGAN

Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kineria dan Pelaporan Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 03 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah (spip) di lingkungan

pemerintah kota baniarbaru
Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Perhubungan Kota Banjarbaru;
Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan

Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana
Teknis Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Kualifikasi Pelaksana :
1. Memahami Peraturan Perundangan yang terkait;

2. Memahami sasaran dan capaian program;

3.

4. Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah
Daerah secara keseluruhan dan

Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas Inspektorat;

penjabarannya melalui Renstra SKPD.

Keterkaitan :
1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja
3. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
4. SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan SOP Penyusunan Lakip

Peringatan :
- Apabila Pengumpulan Data Kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar
maka kegiatan pelaporan akan terhambat.

Peralatan/Perlengkapan :

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait dengan SAKIP;
2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program;

3. Alat Tulis Kantor;

4. Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer dan program kerja

Pencatatan dan Pendataan :
1. Kepala SKPD : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan

2. Sekretaris SKPD . Lembar Disposisi; Paraf
3. Kasubbag Renkeu : Lembar Disposisi; Paraf
4. Setiap tahap terdokumentasi, baik dalam bentuk softcopy & hardcopy

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Staf Kasubbag | Sekretaris Kadis Kelengkapan | Waktu Output Ket.
Renkeu
1 [Menugaskan Sekretaris untuk menyusun Q Intruksi 10 menit [Disposisi Kadis
Laporan Kineria;
1 |Sekretaris memfasilitasi rapat dengan seluruh v Intruksi 10 menit | Disposisi Kadis

pejabat struktural dalam menyusun Laporan
kinerja;

L]

1 |Menugaskan Kasubbag Perencanaan dan

Disposisi Kadis 10 menit |Data dari

Keuangan untuk memfasilitasi pengumpulan |:V:| Sekretariat, Bidang
data semua pejabat pejabat struktural dan dan UPT
menyusun konsep Laporan kinerja;

2 |Mengumpulkan data dari semua pejabat Data Perjanjian |4 Hari  [Konsep Laporan

struktural dan pelaksana  memverifikasi,
mengolah, mengonsep dan menugaskan staf
untuk mengetik konsep Laporan kineria;

Kinerja, Renstra, Kinerja

DPA

3 |Mengetik konsep dan menyerahkan konsep Konsep Laporan |3 Hari  |draf Konsep Laporan
Laporan kinerja kepada Kasubbag Perencanaan i Kinerja Kinerja
dan Keuangan; —,

3 |Mengoreksi draft Laporan kinerja dan draf Konsep 4 Jam |draf Konsep Laporan
menyerahkan kepada Sekretaris; @ Laporan Kinerja Kinerja

4 [Mengoreksi draft Laporan kinerja  dan ?i% draf Konsep 50 menit [draf hasil koreksi
menyerahkan kepada Kepala Dinas; N Laporan Kinerja
Menerima  draft Laporan  kinerja  dan draf hasil koreksi |15 menit [Laporan Kinerja
menandatangani Laporan Kinerja;

5 |Mengirim  kepada pihak  terkait  dan | Laporan Kinerja {10 menit |Arsip Laporan

mengarsipkan.

Kinerja




PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN DOKUMEN CASCADING

DINAS PERHUBUNGAN



Nomor SOP : | 800/ 001/renkeu/Set-Dishub/II1/2023

Tanggal Pembuatan : 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

Nama SOP Penyusunan Cascading
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, A. Kompetensi
2. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan 1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerabh; 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara 4. Memahami alur Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Rencana Kerja
Daerah;
4. Peraturan Wali Kota Banjarbaru no 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja DINAS PERHUBUNGAN
Kota Banjarbaru.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Lembaran Kerja
2. Ruangan rapat internal
3. Komputer, Printer, LCD, HVS

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila Cascading yang disampaikan tidak selesai akan menghambat jadwal Rumusan rencana program dan kegiatan DINAS PERHUBUNGAN Kota
selanjutnya Banjarbaru untuk periode satu tahun




SOP CASCADING

I ELAKSANA MUTU BAKU Ket
Kasubbag
No.
0 Perencanaan Staff Sekretaris Kepala K?' pala Kelengkapan Wakt_u Output
Badan Bidang (Menit)
dan Keuangan

1. Memerintahkan staf untuk
meny.ampalka.n f(.)rmz?lt permintaan data Dokumen 10 format data
dan informasi kinerja kepada Kepala
Badan

2. Menyampaikan format permintaan data
cascading dan informasi kinerja kepada Dokumen 10 format data
masing-masing ke Kepala Bidang =-

3. Menyampaikan informasi kinerja format data yang
kepada Sekretaris dan Sekretaris Dokumen 30 berisikan informasi
memberi disposisi kinerja

4. Men.eruskan formasi kinerja masing- format data yang
masing Kepala Bidang kepada Kepala Dokumen 5 berisikan informasi
Badan untuk mendapatkan persetujuan >- kinerja

5. Menghimpun data dan informasi kinerja format data yang
dari masing Kepala Bidang yang telah berisikan informasi
disetujui dan menyampaikan-nya Dokumen 60 kinerja dari
kepada Kasubbag Perencanaan dan _‘ masing-masing
Keuangan Kepala Badan

6. Menganalisa dan mengevaluasi data
dan informasi kinerja yang telah Dokumen 480 hasil Pohon Kinerja

terkumpul sebagai Pohon Kinerja

A




Nomor SOP : | 800/ 002/renkeu/Set-Dishub/III/2023

Tanggal Pembuatan : 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

Nama SOP Penyusunan Crosscutting
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; A. Kompetensi
2. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan 1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara 4. Memahami alur Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Rencana Kerja
Daerabh;
4. Peraturan Wali Kota Banjarbaru no 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja DINAS PERHUBUNGAN
Kota Banjarbaru.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Lembaran Kerja
2. Ruangan rapat internal
3. Komputer, Printer, LCD, HVS

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila Crosscutting yang disampaikan tidak selesai akan menghambat jadwal | Rumusan rencana program dan kegiatan DINAS PERHUBUNGAN Kota
selanjutnya Banjarbaru untuk periode satu tahun




SOP CROSSCUTTING

F1 AKSANA MUTU BAKU
. . Kasubba
No. Al Cile s Perencanagn Staff Sekretaris AL K.e pala Kelengkapan Wakt'u Output Ket
s e Badan Bidang (Menit)

L Memerintahkan staf untuk
meny_ampalka_n fgrma_1t permintaan data Dokumen 10 format data
dan informasi kinerja kepada Kepala *
Bidang

2. Menyampaikan format permintaan data ' -
dan informasi kinerja kepada masing- > Dokumen 10 format data
masing Kepala Bidang

3. Menyampaikan informasi kinerja format data yang
kepada Sekretaris dan Sekretaris Dokumen 30 berisikan informasi
memberi disposisi - kinerja

4. Meneruskan formasi kinerja masing- format data yang
masing Kepala Bidang kepada Kepala Dokumen 5 berisikan informasi
Badan untuk mendapatkan persetujuan ’_ kinerja

5. Menghimpun data dan informasi kinerja format data yang
dari masing Kepala Bidang yang telah berisikan informasi
disetujui dan menyampaikan-nya Dokumen 60 kinerja dari
kepada Kasubbag Perencanaan dan _ masing-masing
Pe|aporan Kepala Badan

6. Menganalisa dan mengevaluasi data Rekap Kinerja data
dan informasi kinerja yang telah yang terkumpul
terkumpul  sebagai bahan  untuk -4 Dokumen 480 sebagai bahan
merencanakan penganggaran yang ) untuk mencapai

terintegrasi

sasaran strategis
dalam IKU




BANJARBARU

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) DAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

DINAS PERHUBUNGAN



Nomor SOP : 1800/ 003/renkeu/Set-Dishub/II1/2023

Tanggal Pembuatan : 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

Nama SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RKA - DPA)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar A. Kompetensi
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017; 3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer

4. Mengetahui aplikasi komputer penyusunan RKA dan DPA

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Lembaran Kerja
2. Ruangan rapat internal
3. Komputer, Printer, LCD, HVS

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila draft DPA yang disampaikan tidak sesuai dengan prioritas dan aturan | 1. Disimpan sebagai dokumen Program Badan dan DPA
SHB] dan ASB maka draft DPA akan sering dikembalikan dan menghambat
jadwal selanjutnya seperti pencermatan oleh TAPD




SOP : PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

PELAKSANA MUTU BUKU
NO URAIAN PROSEDUR I;c;z:l: Sekretaris 5::;::3 Pelaksana cll(ae|:el;1 g,g?:;:; Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. | Menyiapkan dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan Agenda kerija, 15 Menit | Dokumen RKA | -
jadwal pencermatan dengan TAPD @ RKA Jadwal Jadwal
pencermatan pencermatan
2. | Mencermati dan mengikuti penyesuaian RKA bersama v Undangan 4 Jam | Dokumen RKA | Pelaksanaan
TAPD pencermatan hasil bisa
Dokumen RKA, pencermatan berulang
ATK, Komputer
3. | Melakukan penyesuaian RKA termasuk aliran kas setelah v Dokumen RKA, 2 Hari Dokumen RKA | -
pencermatan bersama TAPD Komputer, ATK Jadwal
pencermatan
4. | Melaksanakan Rapat internal atas penyesuainan yang Dokumen RKA, 3Jam | Dokumen RKA
terjadi dengan TAPD apakah dapat diterima atau perlu J: Ruang rapat,
ditinjau ulang Makan, Minum,
LCD, Komputer
5. | Membuat Draft DPA dan diserahkan kepada kepala BPKAD =— —_ —>|::| Draft DPA, ATK, 1 Hari Draft DPA -
untuk dinilai dan koreksi | Komputer
6. | Menilai dan mengoreksi draft DPA. Jika sudah final akan ! Draft DPA 2 Jam | Disposisi -
ditandatangani dan jika belum maka akan dikembalikan Dokumen DPA
untuk diperbaiki
7. | Menerima DPA yang sudah ditanda tangani kemudian > Dokumen DPA, 1 Hari | Dokumen DPA | -
digandakan dan didistribusikan kepada masing-masing r——T————— —p Fotocopy,
seksi untuk bahan bersama DPRD E penijilitan
|




PELAKSANA MUTU BUKU
NO URAIAN PROSEDUR I;:Z:': Sekretaris Ipr: ;;alg Pelaksana cll(ae|:el;1 g,g?:;; Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|
8. | Mengikuti pembahasan dengan DPRD. lJika ada } Jadwal 1 Hari | Disposisi -
penyesuaian dari DPRD akan segera diperbaiki dan jika ! pembahasan Dokumen DPA
tidak maka langsung ditindak lanjuti untuk dilaksanakan <\< DPRD Dokumen
DPA
9. | Menugaskan penyusun program untuk perbaikan S Disposisi 1 Hari Disposisi DPA | Pelaksanaan
penyesuaian dari DPRD kemudian dibagikan dan disimpan j Dokumen DPA bisa
sebagai arsip berulang
10. | Melakukan perbaikan, mendistribusikan dan menyimpan DPA 3Jam | Arsip DPA -

DPA sebagai arsip

SELESAI




BANJARBARU

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERHUBUNGAN



DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

Nomor SOP

800/004/renkeu/Set -Dishub/II1/2023

Tanggal Pembuatan

2023

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh

Nama SOP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan OPD

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Renstra

2. Format penyusunan Renja

3. Perangkat Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Rumusan rencana program dan kegiatan untuk periode satu tahun




SOP : PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

PELAKSANA MUTU BUKU
Staf/Jabatan
NO URAIAN PROSEDUR I;epala Sekretaris | Kasuba Fungsional Kelengkapan Waktu Output Keterangan
adan Program Umum dan Peralatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. | Memerintahkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) @ Disposisi surat 10 Menit | Disposisi -
surat
2. | Membuat format pengumpulan data dan informasi Format 2 Jam Format -
Rencana Kerja tahunan dari masing-masing bidang dan v penyusunan penyusunan
sekretariat Dokumen Renja Dokumen
Renja
3. | Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi Format 1 Jam Draft Renja -
rencana kerja tahunan  kepada masing-masing bidang v penyusunan
dan sekretariat Dokumen Renja
4. | Mengundang Kaban dan Pejabat Esselon III untuk rapat il Undangan rapat | 30 Menit Undangan -
pembahasan rencana kerja rapat
5. | Melaksanakan Rapat pembahasan rencana kerja tahunan \ 4 Draft Renja 2 Jam Draft Renja SOP Rapat
Internal
6. | Menghimpun format data dan informasi rencana kerja v Draft Renja 3 Jam Draft Renja SOP
tahunan dari masing-masing bidang dan sekretariat Pengumpulan
Data
7. | Menganalisis data dan informasi renja yang telah v Draft Renja 4 Hari Draft Renja -
terkumpul
8. | Membuat Konsep rencana kerja (Renja) tahunan ~ Draft Renja 2 Hari Draft Renja -
Vb




PELAKSANA MUTU BUKU
Staf/Jabatan
NO URAIAN PROSEDUR l;epala Sekretaris | KASUPag | "o ocional | Kelengkapan | Output | Keterangan
adan Program ura dan Peralatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I
9. | Mengoreksi Konsep Dokumen rencana kerja (Renja) 7\ Draft Renja 1 Hari Dokumen -
tahunan - Renja
10. | Menyampaikan Dokumen rencana kerja tahunan kepada Dokumen Renja 1 Jam Dokumen -
Kadis untuk memintakan persetujuan ) Renja
11. | Penandatanganan dokumen rencana kerja tahunan oleh : Dokumen Renja 10 Menit | Disposisi -
Kaban kemudian diteruskan ke Kasubbag Program X I Persetujuan
_______ ——-! dokumen
Renja
12 | Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus Konsep surat 15 Menit | Surat -
penomoran surat, kemudian diserahakan ke staf untuk ¥ pengantar pengantar
dikirimkan ke alamat yang dituju
13. | Mengantar surat, Menggandakan dan mengarsipkan v Dokumen Renja 1 Jam Dokumen -
Dokumen rencana kerja (Renja) tahunan Renja




BANJARBARU

)

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERHUBUNGAN



Nomor SOP : | 800/005/renkeu/Set -Dishub/II1/2023

Tanggal Pembuatan : 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU Disahkan Olen

Nama SOP Penyusunan Rencana Strategis
(RENSTRA)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem | 1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar 3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Mengetahui aturan dan regulasi penyusunan Renstra
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Renja 1. Lembaran Kerja

2. Ruangan rapat internal
3. Komputer, Printer, LCD, ATK,

Peringatan Pencatatan dan Pendataan




1. Apabila draft RENSTRA yang disampaikan tidak sesuai dengan RPJP, RPJMD
maka draft RENSTRA akan sering dikembalikan dan menghambat jadwal
Finalisasi

1. Disimpan sebagai dokumen RENSTRA




SOP : PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PELAKSANA MUTU BUKU
NO URAIAN PROSEDUR Kepala Kasubag | Staf/Jabatan | Kelengkapan Keterangan
Badan Sekretaris _ngram_itr’l%sflc:nn—al - danPeratatan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. | Menyiapkan bahan, data yang terkait program kegiatan Agenda kerja 2 Hari Rancangan
strategis serta RPJP, RPIJMD dan RPJPD antara Pemerintah M Bahan, Data Renstra
Provinsi dengan Badan ATK
2. | Membuat konsep Renstra untuk lima tahunan yang Rancangan 14 Hari | Konsep
didalamnya memuat: Renstra Renstra
e Pendahuluan Komputer ATK
e Gambaran pelayanan SKPD
e Isu strategis pembangunan
e Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
o Arah kebijakan program dan kegiatan Iil
e Target terukur output kegiatan
3. [ Menyampaikan konsep kepada Kasubag untuk diperiksa, Konsep Renstra 2 Hari | Konsep
dicermati dan dijadikan bahan rapat internal E: Renstra
4. | Melaksanakan Rapat koordinasi mencakup pembagian Konsep Renstra, 3 Jam Konsep
tugas, jadwal penyelesaian, jadwal pertemuan progres Ruang rapat, Renstra
report Makan, Minum, Notulen
LCD, Komputer
5. Membuat Draft Renstra dan mengajukannya kepada Konsep Renstra, 14 Hari  Draft Renstra

sekretaris badan untuk dinilai dan diperiksa sebelum

Notulen,




PELAKSANA MUTU BUKU
NO URAIAN PROSEDUR Al Sekretaris (el S:f.fr{;:izﬁn LR Waktu Output Keterangan
Badan Program uEam dan Peralatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
diajukan kepada Kepala Badan Komputer, ATK
6. | Memeriksa Draft Renstra, Jika sudah baik diajukan ke Draft Renstra 3 Jam | Draft Renstra
Kepala Badan untuk diperiksa dan jika belum akan 7—<> ----------------
dikembalikan untuk diperbaiki l
7. | Memeriksa dan memberikan tanda tangan. Jika sudah v T Draft Renstra 1Jam | Disposisi Draft | -
baik diberikan tanda tangan menjadi Buku Renstra dan | Renstra
jika belum akan dikembalikan untuk diperbaiki
8. | Menggandakan dan mendistribusikan Buku Renstra ke Disposisi Draft 3 Hari | Dokumen Pelaksanaan
masing — masing bidang dan pihak luar secara terbatas | =E Renstra Foto Renstra nya terkait
dan diarsipkan copy, penjilidan percetakan
9. | Menerima dan menyimpan Buku Renstra sebagai v Buku Renstra 5 Menit | Arsip -

dokumen dan arsip

SELESAI




II BANJARBARUI'

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

DINAS PERHUBUNGAN



SARS.
Ammi

4
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU

Nomor SOP : | 800/ 002 /SET.DISHUB/2024
Tanggal Pembuatan : JANUARI 2024

Tanggal Revisi : JANUARI 2024

Tanggal Pengesahan : JANUARI 2024,

Disahkan Oleh 7

Nama SOP Penyusunan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

2.

3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Undang undang nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan
Pembangunan Nasional (lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 104

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara,
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPIJMD, dan RKPD (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11

. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).

2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja
OPD.




Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Perjanjian Kinerja 1. Renstra OPD

2. SOP Perencanaan Keuangan 2. Format penyusunan SAKIP

3. Dokumen Perjanjian Kinerja

4. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD

5. Laporan Realisasi Keuangan
6. Perangkat Komputer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan SAKIP ini tidak 1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian kinerja
berjalan lancar.




SOP : PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PELAKSANA MUTU BUKU
NO URAIAN PROSEDUR ';‘:.IC’I:'I:' Sekretaris g::;;anﬁ S::T.L.{é;ﬁ,t;n d'?:*;;';?:;% Waktu Output | Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. | Memerintahkan penyusunan SAKIP @ Disposisi surat 10 Menit | Disposisi -
surat
2. | Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja Format 2 Jam Format -
dari masing-masing bidang dan sekretariat y penyusunan penyusunan
| SAKIP SAKIP
3. | Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi v Format 1 Jam Format -
kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat penyusunan penyusunan
SAKIP SAKIP
4. | Menghimpun format data dan informasi kinerja dari v Format 3 Jam Format -
masing-masing bidang dan sekretariat penyusunan penyusunan
SAKIP SAKIP
5. | Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja v Format 4 Hari Draft SAKIP SOP
yang telah terkumpul penyusunan Perjanjian
SAKIP kinerja
6. | Membuat Dokumen SAKIP y Draft SAKIP 2 Hari Dokumen SOP
:_ T T SAKIP Perjanjian
: kinerja
7. | Mengoreksi Dokumen SAKIP I P Dokumen SAKIP 1 Hari Dokumen -
<?‘ ) SAKIP
8. | Menyampaikan Dokumen SAKIP kepada Kaban untuk 3 Dokumen SAKIP 1 Jam Dokumen Konsep
memintakan persetujuan SAKIP SAKIP




PELAKSANA MUTU BUKU
NO URAIAN PROSEDUR Kepala Sekretaris Kasubag S:zfr{;:iza:\t:ln A ELZTT Waktu Output Keterangan
Badan Program Umum dan Peralatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. | Penandatanganan dokumen SAKIP oleh Kadis kemudian Dokumen SAKIP | 10 Menit | Disposisi Dokumen
diteruskan ke Kasubag Perencanaan dan Keuangan X persetujuan SAKIP
dokumen
SAKIP
10. | Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus Konsep surat 15 Menit | Surat -
penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk ¢ pengantar pengantar
dikirimkan ke alamat yang dituju |
11. | Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen SAKIP 1 Jam Dokumen -
Dokumen SAKIP SAKIP
EPALA DINAS

NIP. 19820616 200012 1 002




II BANJARBARU“

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

DINAS PERHUBUNGAN



A
4
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU

Nomor SOP : | 020 SET.DISHUB/2024
Tanggal Pembuatan : 13 JANUARI 2024
Tanggal Revisi : JANUARI 2024
Tanggal Pengesahan : JANUARI 2024,
Disahkan Oleh 7

N745NIP»19820616 200012 1 002

Nama SOP Peny“ulsunan Laporan Tahunan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

2.

3.

Undang undang nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan
Nasional (lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 104;

PP nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan ,tatacara, penyusunan , pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara, penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang

klarifikasi, kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
serta Tata Cara Perubahan RPJIPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11

. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan susunan perangkat daerah kota banjarbaru(lembaran Daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembar Daerah kota Banjarbaru Nomor 37)

. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).

2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja

OPD.

D3/S1

Menguasai Operasional Komputer

Memiliki kemampuan Menyusun program , kegiatan dan anggaran

Memahami peraturan perundang-undangan

ounhw




Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Administrasi Surat Masuk
2. SOP Administrasi Surat Keluar
3. SOP Perencanaan Keuangan
4. SOP Pelaksanaan Rapat

1. Dokumen Renja Dishub
2. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
3. ATK

4. Alat Pengolah Data/Komputer/Laptop
5. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Laporan Tahunan sebagai dokumen pertanggung jawaban atas pelaksanaan
program dan kegiatan Dishub. Apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan lancar

untuk dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam memperoleh kesepakatan
antara kepala SKPD dan kepala Daerah.

1. Capaian kinerja, realisasi program dan kegiatan Dishub.




Pelaksana

KASUBAG
N i P AA K
° Uraian Prosedur KADISHUB| KABAG TU KABID PER END(;':‘IN N JFU Kelengkapan Waktu Output eterangan
KEUANGAN
memerintahkan penyusunan . . . SOP alur
1 laporan tahunan Disposisi surat 30 Menit surat masuk
dan surat
keluar
membuat format laporan tahunan A 4
R N N Format Rencana Umum -
2 |dari sekretariat dan masing- 30 Menit
. . Pengadaan
masing bidang
menyampaikan format
pengumpulan data dan informasi Format Rencana Umum .
3 . 30 Menit
laporan tahunan kepada masing- Pengadaan
masing bidang
_menghlm_pu_n fo_rmat c_iata c_ian Format Rencana Umum .
4 informasi Kinerja dari masing- 3 Hari
A . _ Pengadaan
masing bidang dan sekretariat
menganal[ss dan r_nengevalua5| ¥ . i Format Rencana Umum
5 |data dan informasi laporan - - 2 Jam
Pengadaan
tahunan yang telah terkumpul
membuat konsep laporan x Dokumen Rencana
6 I 3 Jam
tahunan Umum Pengadaan
mengoreksi konsep dokumen Dokumen Rencana .
- 15 menit
laporan tahunan _ Umum Pengadaan
menyampaikan dokumen
laporan tahunan kepada Kadis
8 |yang telah diparaf oleh kasubag _ Konsep surat pengantar |1 Jam
perencanaan dan kasubag TU
untuk diminta persetujuan
Dokumen
9 penandatanganan dokumen Dokumen Rencana 10 Menit Rencana SOP alur
laporan tahunan oleh kadis _ Umum Pengadaan Umum surat keluar
Pengadaan
10 pembuatan surat pengantar _
sekaligus penomoran surat 1
menggandakan dokumen dan
11 [mengantarnya ke BAPERIDA

dan mengarsipkannya







II BANJARBARU“

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

DINAS PERHUBUNGAN



SARS.
SHED

4
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU

Nomor SOP : | 019 SET.DISHUB/2024
Tanggal Pembuatan : 13 JANUARI 2024
Tanggal Revisi : JANUARI 2024
Tanggal Pengesahan : JANUARI 2024,

Disahkan Oleh

Nama SOP Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
(RUP) DISHUB

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

2.

3.

Undang undang nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan
Nasional (lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 104;

PP nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan ,tatacara, penyusunan , pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara, penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang

klarifikasi, kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
serta Tata Cara Perubahan RPIPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11

. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan susunan perangkat daerah kota banjarbaru(lembaran Daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembar Daerah kota Banjarbaru Nomor 37)

. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).

2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja

OPD.

D3/S1

Menguasai Operasional Komputer

Memiliki kemampuan Menyusun program , kegiatan dan anggaran

Memahami peraturan perundang-undangan

ounhw




Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen RPIJMD
1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. ATK

2. SOP Administrasi Surat Keluar 3. Alat Pengolah Data/Komputer/Laptop
3. SOP Perencanaan Keuangan 4. Printer

4. SOP Pelaksanaan Rapat

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyesuaian RUP ini tidak
akan berjalan dengan baik dan lancer untuk dijadikan sebagai pedoman dan acuan
dalam memperoleh kesepakatan antara kepala SKPD dan kepala Daerah.

1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian kinerja




Pelaksana

KASUBAG
No Uraian Prosedur Keterangan
: Y KADISHUB |[KABAG UMPEG|  KABID PERE';iﬁ‘INAAN JFU Kelengkapan Waktu | Output 9
KEUANGAN
Menerima surat dari dinas
kominfo dan memberi arahan - SOP alur
1 |kepada kabag TU untuk Disposisi surat 30 Menit surat masuk
membuat rencana umum dan surat
pengadaan di lingkungan dishub keluar
menerima, menindaklanjuti v Format Rencana Umum
2 [format RUP untuk kegiatan - Pzn a daai cana UM 130 Menit
DISHUB 9
v
kepada Admin RUP Pengadaan
v
. . Format Rencana Umum .
4 |menghimpun dan mengisi format - Pencadaan ! 3 Hari
RUP untuk kegiatan DISHUB 9
g |Membuat rekap usulan RUP -: Format Rencana Umum |,,
DISHUB Pengadaan
6 memeriksa konsep dokumen -4 Dokumen Rencana 3 Jam
RUP Umum Pengadaan
mencetak dokumen RUP
selanjutnya diparaf terlebih
dahulu oleh Kasubag Dokumen Rencana
7 . 15 menit
Perencanaan dan Keuangan dan ,_ Umum Pengadaan
Kasubag UMPEG untuk
ditandatangani oleh KADIS
selaku pengguna Anggaran
menggandakan dokumen RUP A
8 |yang telah di tandatangani - Konsep surat pengantar (1 Jam
KADISHUB
menggandakanan dokumen
RUP dan membuat surat
pengantar pengiriman sekaligus 3 Dokumen
o |Penomoran surat dan Dokumen Rencana 10 Menit | RENCaNA SOP alur
menyampaikan kepada SEKDA Umum Pengadaan Umum surat keluar
Cq Bagian ULP dan kepala Pengadaan

Dinas Kominfo serta untuk
mengarsipkan




PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARBARU
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat: JI. Jendral Surdirman No.3 Telp./Fax. (0511) 6749034
Banjarbaru 70713

Nomor SOP 551.1/ 78p /Dishub/2024

Tanggal Pembuatan 2 Januari 2024

Tanggal Revisi =

Tanggal Efektif 2 Januari 2024

Disahkan oleh

AUD‘}T mm PEKSI KESELAMATAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

2. Terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan
bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum
dan angkutan barang,

Terdukungannya pengungkapan perkara pidana.

4, Terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan berlalu lintas.

w

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

1. Rambu-rambu
2. Blangko tilang
3. Handy talky
4, Tenda

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilaksanakan SOP ini maka menghambat tugas dan fungsi SKPD




Mutu Baku

o AR Kadis Kabid Kasi Staf \nstansi terkait Perlengkapan Waktu Output o—r
1 |Instruksi Kepala Dinas kepada Kepala Bidang -—n Arahan pelaksanaan kegiatan 15 menit Arahan
P C -+ 1 ]
3 |Staf buat surat pem| p il kepad i terkait ﬁ—-- Notulen rapat 15 menit Surat Permohonan personil
4 :::;IT: Sk dan stafirya melakilkan koordingsi dengannstans] _—-—-—- Surat Permohanan Personil 1 harl Keslapan personil instansi terkait
5 |Kepala seksi buat Surat Perintah Tugas (SPT) Tim - Personil Instansi Terkait 30 menit Surat Perintah Tugas (SPT) Tim
6 :thhn persiapkan perlengkapan dan peralatan penunjang - Surat Perintah Tugas (SPT) Tim |1 jam :Z:::?::::;:; :eralatan
7 |Kepala Seksi melakukan apel gabungan dengan semua anggota tim “—.—‘-- ;;!::;kg::;:;:era}am 2 hari Arahan teknis operasi lapangan
o s * o isomrsiomnn (o[ oy
5 |Staf melakukan dol tasi keglat: Kamera Sel, kegiatan. Foto/Video kegiatan lapangan
10 |Kepala seksi membuat laporan kegiatan Foto/Video kegiatan lapangan 1 hari Format laporan




PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARBARU
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat: JI. Jendral Surdirman No.3 Telp./Fax. (0511) 6749034
Banjarbaru 70713

Nomor SOP 551.1/ #%)  /Dishub/2024

Tanggal Pembuatan 2 Januari 2024
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 2 Januari 2024
Disahkan oleh

Judul SOP

sosmLISA‘SLKEWTAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1.

Meningkatkan keikut sertaan masyarakat dan pelajar dalam menciptakan ketertiban lalu lintas

Mengendalikan potensi masyarakat dan pelajar secara positif dan konsisten dapat membantu
tugas-tugas Dinas Perhubungan di lapangan
Tercapainya kesadaran masyarakat dan pelajar akan ketertiban lalu lintas

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

1.

Vs W

Materi Sosialisasi
Spanduk/Banner

Laptop

Monitor

Mikropon dan Sound Sistem

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilaksanakan SOP ini maka menghambat tugas dan fungsi SKPD




Mutu Baku

Kantor

. s Kabid Kasi Staf Narsum Peserta Perlengkapan Waktu Output
1 |intruksi Kabid untuk melaksanakan sosialisasi __E:;;:ﬁiamﬂ’amhan peightsarman 10 menit Arahan
2 |Penugasan sosialisasi oleh Kasi kepada Staf yang ditugaskan —I Surat Perintah Tugas (SPT) 30 menit Surat Perintah Tugas (SPT)
3 |Staf yang ada di SPT melakukan persiapan pelaksanaan @ |Peralatan Kantor Selama kegiatan Jadwal selama kegiatan
4 ls.t.afvarffft;%askan mela:lul::: :“' S R SR Surat Perintah Tugas (SPT) 1 hari Narasumber dan peserta
5 |staf membuat undangan sosialisasi ﬁ :::I::‘a" Kaptor dan MatTulls |0 ot Undangan
6 |Staf membuat materi sosialisasi “ ::::::a" Ko tieciier.Tiin 2 jam Materi Sosialisasi
7 |staf membuat spanduk/banner _ :::Iatl::an Rantoraan ARETUl 2 hari Spanduk/Banner
8 |Staf membuat Daftar Hadir Peserta sosialisasi m ;::'::a" NAMOr CRUARETUIE o Daftar hadir
8 Staf melakukan persiapan ruangan, kursi dan perlengkapan lainnya m Praiaran dsn irana Kafitor 2jam Ruangan, kursi dan perlengkapan
untuk soslalisasi lainnya
10 |Staf yang ditunjuk sebagai moderator membuka acara Mikropon dan susunan acara Selama kegiatan Susunan acara
11 |Narasumber memberikan materi kepada P?serta Laptop, mikropon dan materi Selama keglatan _:1:‘:::“ GEAtican kepnes
12 |Staf yang ditunjuk melakukan dokumentasi Kamera Selama kegiatan Foto/Video kegiatan
13 |[Staf buat laporan pelak i Peeralatan Kantor dan Al Tulls 1 hari Format laporan




000.8.3.3/ 9R2  /Dishub/2024

15 November 2024
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5 10820616 200012 1 002

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU Disahkan oleh
BIDANG LALU LINTAS JALAN
SEKSI REKAYASA LALU LINTAS
Nama SOP

Permohonan AnaMak Lalu Lintas

1sar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 528);

4. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak
Lalu Lintas di Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 84).

1. Jabatan:

- Penilai Analisis Dampak
Lalu Lintas
Bersertifikasi

- Pengawas Monitoring
dan Evaluasi Analisis
Dampak Lalu Lintas
Bersertifikasi

sterkaitan

Peralatan/ Perlengkapan

»kumen Analisis Dampak Lalu Lintas merupakan persetujuan teknis yang terintegrasi
ingan dokumen amdal/UKL-UPL.

1

AN O

Surat Menyurat;
Komputer;

Printer;

ATK;

Alat Ukur Lapangan.




ringatan Pencatatan & Pendataan

\kumen Analisis Dampak Lalu Lintas merupakan persetujuan teknis yang terintegrasi 1. Lembar CheckList
ngan dokumen amdal/UKL-UPL.

1i, Untuk mendapatkan dokumen amdal/UKL-UPL harus menyelesaikan dokumen
alisis Dampak Lalu Lintas terlebih dahulu dalam rangka proses perizinan selanjutnya.

2. Agenda Surat




PELAKSANAAN MUTU BAKU KET.
Pengembang | Pengadministrasi Kepala
ahapan /Konsultan Surat Penilai Dinas Persyaratan Waktu Ouput
ma dan Formulir Pengajuan 10 Menit  [Surat Disposisi
iksa berkas Metodologi, Fotocopy
uan Analisis - IKTP, Fotocopy Sertifikat =
k Lalu Lintas Tanah, Gambar Desain
Rencana.
sun Dokumen 30 Hari
; Dampak Lalu . < - - -
kan Koreksi ; Draf Dokumen Analisis 1Hari  |Draf Akhir Dokumen
I . Dampak Lalu Lintas Analisis Dampak .
: : Lalu Lintas
ma dan memeriksa [ | Draf Akhir Dokumen 1Hari | Standar Teknis
elakukan penilaian : Analisis Dampak Lalu - Rekomendasi
pengajuan e i Lintas Teknis :
in Dokumen - Dokumen Analisis
i Dampak Lalu Dampak Lalu
Lintas
sun Rekomendasi 3 Hari
i Dampak Lalu - ¢ Ya g = -
ibuhkan i Draf Akhir Dokumen 1Hari  Draf Akhir Dokumen |- Standar Teknis
‘anda Tangan [ Analisis Dampak Lalu Analisis Dampak - Rekomendasi Teknis
: Lintas Lalu Lintas Berparaf  Dokumen Analisis
: Dampak Lalu Lintas
datangani | v Draf Rekomendasi dan 1 Hari Draf Rekomendasi |- Standar Teknis
endasi dan SK ! Draf Sk Persetujuan dan Draf Sk - Rekomendasi Teknis
1juan ﬂld;k- e Persetujuan Ditanda | Dokumen Analisis
tangani Dampak Lalu Lintas
lhkan Kepada Dokumen Analisis Dampak 1 Hari Terarsipkan - Standar Teknis
on dan . Ya [alu Lintas - Rekomendasi Teknis
rsipkan -‘ - Dokumen Analisis

Dampak Lalu Lintas




PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PERHUBUNGAN

Nomor SOP : 000.8.3.3/ 78% /DISHUB/2024
Tanggal Pembuatan | : 15 Nopember 2024

Tanggal Revisi :

Tanggal

Pengesahan

Disahkan Oleh

Nama SOP Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

JEKSI PENGENDALIAN OPERSAIONAL LALU LINTAS
dan Penindakan Pelanggaran LLJ
um Kualifikasi Pelaksana

ng — Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

itanJalan.

mor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan
otor di jalan dan Penin- dakan PelanggaranLLAJ

ar Pelayanan Minimal Sub Sektor Transportasi Darat bidang LLJ

1. Memiliki pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.

3. Mampu menganalisa masalah over dimensi dan over loading
angkutan barang dan orang.

4. Memiliki kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam
pemeriksaan pelanggaran kendaraan bermotor.

Peralatan/Perlengkapan

Pelaksanaan Pemeriksaan Kénda.raan Bermotor dan Penindakan
1ggaran LLJ
Rekomendasi [jin Penutupan Jalan Sementara Kegiatan

1. Lembaran Kerja

2. Aplikasi Sistem Informasi data parkir
3. Komputer, Printer

4. ATK

Pencatatan dan Pendataan

la Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan
dakan Pelanggaran LLJ sehingga berdampak terhadap kinerja

1. Aktivitas Pelaksanaan pengelola data dan informasi dicatat dan
didata sebagai dokumen atau bahan laporan pengolah data dan
informasi Lalu Lintas Jalan




PELAKSANA MUTU BAKU Ket
AKTIVITAS Petugas Pengendara | Penyidik Pegawai | Pengadilan | Persyaratan Waktu Output
Negeri Sipil
menyetop dan mengarahkan @ 1 menit Unit
lara untuk diperiksa Kebdaraan
lara mengarahkan kendaraan sesuai 3 menit Unit
petugas Kendaran
t Pegawai Negeri Sipil Memeriksa 2 menit Surat
apan Surat-surat kelaikan baik dimensi Menyurat
1 over loading l
¢ Pegawai Negeri Sipil merekap berkas . 1 jam Berkas
:lanjutnya di serahkan kepengadilan J Tilang
lara yang melanggar diberikan surat S menit Surat
an pemberitahuna tanggal sidang Tilang
lara mengambil surat tilang = 1 bulan Surat
Tilang
lan mengirimkan bukti berkas hasil s 1 hari Berkas
1 sidang . I tilang
¢ Pegawai Negeri Sipil menerima berkas L] 2 menit Berkas
ngarsipkan tilang




FORM PENULISAN SOP

NomorSOP 000.8.3.3/ 84 /Dishub/2024
Tanggal Pembuatan | 15 November 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
BIDANG SARANA PRASARANA DAN TRANSPORTASI
SEKSI ANGKUTAN TRANSPORTASI et
Nama SOP : Monitoring Angkutan Pelajar Gratis
ar Hukum Kualifikasi Pelaksana
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di 1. Memahami tupoksi bidang angkutan;
Kota Banjarbaru; 2. Mampu berkoordinasi dengan baik;
: » ; 3. Ramah dan teliti;
L Ez:;uartaannwml Kota Banjarbaru Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Pelajar dan 4. Mampu berkomunikasi dengan baik.
erkaitan Peralatan/ Perlengkapan
1. ATK, komputer dan printer;
ingatan Pencatatan & Pendataan
slahan yang sering terjadi: ' o 1. Lembar Check List Kondisi Armada
1. Kurangnya komunikasi antara petugas, pihak sekolah dan sopir terkait jadwal pulang sekolah. 2. Lembar pendataan siswa/i yang ikut pelayanan APG




PELAKSANA MUTU BAKU KET.
AKTIVITAS Kasi dan : Sekretaris | Kepala Kecamatan | Kasubbag
Staf Kabid SPT Dinas Keuangan Persyaratan | Waktu | Ouput
Angkutan dan
Transportas Vefikator
i
atan dan pengajuan Nota
Monitoring Angkutan Pelajar
juan Nota Dinas Monitoring Nota
an Pelajar Gratis Dinas
si Nota Dinas Monitoring Nota
an Pelajar Gratis Dinas
Disposis
i
Sekreta
ris/PPK-
SKPD
latangan Nota Dinas Nota
ring Angkutan Pelajar Gratis Dinas
disetuju
i Kepala
SKPD




atan Surat Perintah Tugas P-:’?Ufat;
o . rin
Monitoring Angkutan Pelajar h Tugas
1juan Surat Perintah Tugas Disposis
Aonitoring Angkutan Pelajar Les::'?t;
h Tugas
atangan Surat Perintah Surat
SPT) Monitoring Angkutan :fe oA
{ Tugas
Gratis disetuju
i Kepala
SKPD
naan Monitoring Angkutan Dokum
Gratis, mengecek dan Li';t:rf'g
at apa yang perlu diperbaiki, an
bahan evaluasi dan
in Kondisi Mobil Angkutan
Gratis
tan Laporan SP] SPPD Laporan

Kegiata
n




Pencairan SP] SPPD

Berkas
SP3

isi SPJ SPPD dan
latangan Berkas

Berkas

SP]1 di

Verifika
si

latangan Berkas SPJ SPPD

Berkas
SP]
disetuju

naan Dana SPPD

Bukti
Pembay
aran
kepada
petugas
pelaksa
na




Nomor SOP 000.8.3.3/ 78§ /Dishub/2024
Tanggal Pembuatan | 15 November 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
BIDANG SARANA PRASARANA DAN TRANSPORTASI
SEKSI ANGKUTAN TRANSPORTASI
Nama SOP : Permohonan Surat Rekoifientasi/Pertimbangan Izin Trayek AKDP dan
Perbatasan
jar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang — Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas AngkutanJalan. 1. Min. SMA/Sederajat
2. Menguasai komputer

Z; Peratuian Pl ok, 7_4 et f0i Teniewn Agratetiasn, 3. Sekurangnya pernah mengikuti diklat manajemen angkutan memahami aturan bi-

3. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi PerizinanTertentu. dang angkutan

4, Standar Pelayanan Minimal Sub Sektor Transportasi Darat bidang LLAJ & Bina Sistem Lalu Lintas 4. Pengalaman lapangan bidang LLAJ min. 2 tahun

Angkutan Kota. 5. Memiliki sikap dan penampilan yang bercirikan pelayanan prima (empati, simpatik,
komunikatif dan identitaslengkap)
erkaitan Peralatan/ Perlengkapan
- 1. Komputer/Laptop, ATK dan Buku Kerja/arsiparis
2. Meja dan kursi petugas pelayanan
3. Ruang tunggu pelayanan
ingatan Pencatatan & Pendataan
ngatan : 1. FormulirPendaftaran

1. Pemohon tidak memiliki persyaratan administrasi dan teknis yg lengkap.
a Mengatasi: Lengkapipersyaratan;

2. Lembar CheckListProsedur




PELAKSANA MUTU BAKU KET.
AKTIVITAS Staff Kepala Di- Kepala Bidang Kasi Angkutan
oaidii Perizinan nas Angkutan Orang Persyaratan Waktu Ouput
)n mengajukan berkas 1. SuratPermohonan 5 Menit Berkas
an perizinan ( } 3. Fotocopy KIR; | gec;nan
4. Fotocopy identitas diri
pemilik
kendaraan/badanusaha;
5. Rekomendasi izintrayek
daerah asal(domisili)
rrizinan memeriksa o LENGKAP 5 Menit Berkas
apan dan meneruskan permo-
bila lengkap TIDAK LENGKA Honan
ah dan memberikan 5 Menit | Disposisi,
atau disposisi terkait berkas
permo-
- honan
na disposisi dan 2 5 Menit | Disposisi,
kan telahaan terhadap berkas
pemohon Pavivic:
honan
an verifikasi berkas 1 Hari Berkas
)n dan melakukan 4 permo-
I rta kajian il
N lapangan se ] hasilverifi-
atanteknis kasi
pengesahan 1 Hari Berkas
- 3 ot permo-
1 honan
n dapat mengambil Berkas




FORM PENULISAN SOP

NomorSOP

000.8.3.3/ 98)Dishub/2024

Tanggal Pembuatan

15 November 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

| Bimaakmaay]
[ |.#n 3{
AUHAM NSYAH, S.STP, M.Si

)

Disahkan oleh
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
BIDANG SARANA PRASARANA DAN TRANSPORTASI
SEKSI ANGKUTAN TRANSPORTASI
Nama SOP :

Pelayanan Bus Wisata Kota Banjarbaru

Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota
Banjarbaru. :
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan.
2. Memiliki kelengkapan untuk pengemudi.

3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing.
4, Memiliki Kompetensi Pengemudi.

kaitan : Peralatan/ Perlengkapan
1. ATK, komputer dan printer;
2. Papan tulis
gatan Pencatatan & Pendataan
than yang sering terjadi: 1. Formulir penyewaan bus wisata;

Surat permohonan peminjaman bus sering bertabrakan dan tumpang tindih;
. Jika jadwal banyak, kekurangan sopir dan armada;
l. Kondisi armada yang kadang kurang baik.

2. Jadwal, tujuan perjalanan, dan jumlah penumpang.




PELAKSANA MUTU BUKU
KEGIATAN Kepala Kepala Kepala KETERANGAN
Pemohon Binas Bidang Seksi Pelaksana Kelengkapan Waktu Out Put
- 2 = e A= S5 = 6 o 8 9 10 11
IEMBUAT SURAT PERMOHONAN ke
INJAMAN ARMADA KEPADA DINAS 10 MENIT :
PERHUBUNGAN PERMOHONAN
Y
IRAT DITERIMA DAN DI DISPOSISI sopERT | SHRATPERMOHORAN YANG
TELAH DIDISPOSISI -
IAT DITERIMA OLEH KABID UNTUK 10 Men | SURAT PERMOHONAN YANG i
IKOORDINASIKAN DENGAN KASI TELAH DIDISPOSISI
RAT DITERIMA OLEH KASI UNTUK 1omenit | SURAT PERMOHONAN YANG :
ORDINASIKAN DENGAN PELAKSANA TELAH DIDISPOSISI
FORMULIR PEMAKAIAN BUS
AKSANA MEMBUAT JADWAL DAN * 10 MENIT | YANG DI TANDA TANGANI ”
\KOORDINASI DENGAN PEMOHON - s SR ACHOR
\HAN BIAYA ATAU RETRIBUSI SESUAI SMENIT  [TANDA TERIMA PEMBAYARAN -
AN KETENTUAN DARI PEMOHON
TANDA BUKTI PENERIMAAN
{AHAN DARI PELAKSANA KEPADA * o YANG DITANDA TANGANI .
SENDAHARA PENERIMAAN OLEH BENDAHARA
PENERIMAAN
TOTAL WAKTU 60 MENIT g




FORM PENULISAN SOP

NomorSOP 000.8.3.3/ J88/Dishub/2024
Tanggal Pembuatan 15 November 2024
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
BIDANG SARANA PRASARANA DAN TRANSPORTASI
SEKSI ANGKUTAN TRANSPORTASI - LY A -
Nama SOP : Pelayanan Bus Angkutan Milik Pemerintah Kota Banjarbaru
Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota 1. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan.
Banjarbaru. 2. Memiliki kelengkapan untuk pengemudi.
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 ‘l:ahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing.
4. Memiliki Kompetensi Pengemudi.
kaitan : Peralatan/ Perlengkapan
1. ATK, komputer dan printer;
2. Papan tulis
jatan Pencatatan & Pendataan
than yang sering terjadi: 1. Jadwal, tujuan perjalanan, dan jumlah penumpang.
. Surat permohonan peminjaman bus sering bertabrakan dan tumpang tindih;
Jika jadwal banyak, kekurangan sopir dan armada;
I Kondisi armada yang kadang kurang baik.




PELAKSANA MUTU BUKU

KEGIATAN Kepala Kepala Kepala KETERANGAN
Pemohon Dinas Bidang seksi Pelaksana Kelengkapan Waktu Out Put
o I e e e e 8 g - - =
IEMBUAT SURAT PERMOHONAN At
INJAMAN ARMADA KEPADA DINAS - e 10 MENIT HRA =
PERHUBUNGAN PERMOHONAN
v
JRAT DITERIMA DAN DI DISPOSISI . foMeNT | ST PERVIGHENAN YANG
TELAH DIDISPOSIS! -
XAT DITERIMA OLEH KABID UNTUK  E— 10MeNiT | SURAT PERMOHONAN YANG s
IKOORDINASIKAN DENGAN KAS] . TELAH DIDISPOSISI

SURAT PERMOHONAN YANG i
SRaENIT TELAH DIDISPOSIS|

RAT DITERIMA OLEH KASI UNTUK
ORDINASIKAN DENGAN PELAKSANA

FORMULIR PEMAKAIAN BUS
10 MENIT YANG DI TANDA TANGANI
OLEH PEMOHON

AKSANA MEMBUAT JADWAL DAN
{KOORDINASI DENGAN PEMOHON

AHAN BIAYA ATAU RETRIBUSI SESUAI
iAN KETENTUAN DARI PEMOHON

5SMENIT |[TANDA TERIMA PEMBAYARAN >

TANDA BUKTI PENERIMAAN

YANG DITANDA TANGANI 3

OLEH BENDAHARA
PENERIMAAN

tAHAN DARI PELAKSANA KEPADA

3ENDAHARA PENERIMAAN 5 MENIT

TOTAL WAKTU 60 MENIT -




FORM PENULISAN SOP

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
BIDANG SARANA PRASARANA DAN TRANSPORTASI

SEKSI SARANA DAN PRASARANA

Nomor SOP 000.8.3.3/ ,?Qt( /Dishub/2024
Tanggal Pembuatan | 15 November 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif )
Disahkan oleh Kepala Dinas Perhubumgan
m
W
IMAD §
Nama SOP : Pengawasan Berkala Kondisi Halte Bus

sar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Keja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

1, Min, SMA/Sederajat
2. Menguasai komputer

terkaitan

Peralatan/ Perlengkapan

1. ATK, komputer, printer dan mobil

ingatan

Pencatatan & Pendataan

1. Kendaraan operasional seringkali tidak tersedia

1. Lembar CheckList




PELAKSANA MUTU BAKU KET
AKTIVITAS T i e 'f(a::::; o
Staf Sarana| Kabid sSpT | Sekretaris | .o Kecamatan | = Ouput
& Prasarana Vefikator
atan dan pengajuan Nota
Pengawasan Berkala Kondisi
us Nota Dinas

1juan Nota Dinas Pengawasan
I Kondisi Halte Bus

Persetujuan Nota Dinas

si Nota Dinas Pengawasan
1 Kondisi Halte Bus

Disposisi Nota Dinas

latanganan Nota Dinas
vasan Berkala Kondisi Halte

TTD Nota Dinas




atan Surat Perintah Tugas
'‘engawasan Berkala Kondisi

us Surat Perintah Tugas
(SPT)

ljuan Surat Perintah Tugas

‘engawasan Berkala Kondisi

v Persetujuan SPT

latanganan Surat Perintah
(SPT) Pengawasan Berkala
Halte Bus

Penandatanganan SPT

inaan Pengawasan Berkala
Halte Bus, mengecek dan

:at apa yang perlu diperbaiki,
i bahan evaluasi dan

«an Kondisi Halte Bus

Monitoring
Dokumentasi
Evaluasi

taan Tandatangan Berkas
lada Kecamatan Terkait

TTD Berkas SPPD




atan Laporan SP] SPPD

Laporan SP] SPPD

Pencairan SPJ SPPD

Kelengkapan berkas
SP] SPPD
1si SPJ SPPD dan
latanganan Berkas
Pemeriksaan dan TTD

Berkas SP] SPPD oleh
Bagian Keuangan

latanganan Berkas SPJ]

TTD Berkas SPJ SPPD
oleh Kepala Dinas

-an Dana SPPD

Penerimaan Dana SPPD




FORM PENULISAN SOP

Nomor SOP 000.8.3.3/ J89 /Dishub/2024
Tanggal Pembuatan | 15 November 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
BIDANG SARANA PRASARANA DAN TRANSPORTASI
SEKSI SARANA DAN PRASARANA
Nama SOP : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Penumpang dan Fasilitas Pendukung
sar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Undang — Undang Republik Indonesia Ngmor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1. Min. SLTA Sederajat

Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 2. Menguasai Administrasi

Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Keja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru 3. Menguasai Aplikasi Admnistrasi Digital

4. Menguasai Teknik Pengumpulan Data dan Survey

erkaitan Peralatan/ Perlengkapan

1. ATK, komputer, printer, kamera/alat dokumentasi dan kendaraan operasional

ingatan Pencatatan & Pendataan

1. Adanya risiko terjadinya pengrusakan fasilitas (vandalisme});
2. Perlu ketelitian pada penyusunan administrasi.




PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAS < Kasubbag
Kasi dan
- KET.
Staf Sarana| Kabid sPT | Sekretaris Igaii':glsa :::angan Output
& Prasarana Vefikator
wrisasi dan Survei Lapangan Dokumentasi
pendataan Lokasi Yang Akan Lapangan
@n Rehabilitasi atau .
naraan
ahan Data Hasil Survei Laporan dan Titik

jan dan Penentuan Titik Lokasi
Akan Dilakukan Rehabilitasi
ameliharaan

Lokasi Rencana
Rehabilitasi atau
Pemeliharaan

sulan Nota Dinas Pelaksanaan
litasir dan  Pemeliharaan
ial Penumpang dan Fasilitas
ung

Nota Dinas

isi Nota Dinas Pelaksanaan
ilitasi dan Pemeliharaan
)al Penumpang dan Fasilitas
kung

Nota Dinas Disposisi
Sekretaris/PPK-SKPD

ujuan Nota Dinas Pelaksanaan
ilitasi dan  Pemeliharaan
1al Penumpang dan Fasilitas
kung

Nota Dinas Disetujui
Kepala SKPD




anaan Item dan Titik Lokasi
itasi atau Pemeliharaan

al Penumpang dan Fasilitas
ung

Item dan Titik Lokasi
Rehabilitasi atau
Pemeliharaan

an dan Penunjukan

itasi atau Pemeliharaan

al Penumpang dan Fasilitas
ung

Penyedia
Barang/Jasa Terpilih

’an Berkas Administrasi

Surat Pesanan/SPK

inaan Kegiatan

Laporan Progress
dan/atau
Dokumentasi
Pelaksanaan Kegiatan

strasi, Dokumentasi dan
n Pasca Kegiatan

Laporan dan/atau
Dokumentasi Pasca
Pelaksanaan
Kegiatan, Berita
Acara Serah Terima
Barang/Jasa




atan Berkas SPJ Berkas SPJ]
1si SP) Berkas SPJ]
Diverifikasi
1juan Pencairan SP] Kegiatan Berkas SPJ Disetujui
-an Dana Kegiatan Bukti Pembayaran
Kegiatan Kepada
: Penyedia
Barang/Jasa




FORM PENULISAN SOP

Nomor SOP

000.8.3.3/ }90 /Dishub/2024

Tanggal Pembuatan

15 November 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

: tama Muda
P: $£9820646 200012 1 002

Disahkan oleh
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
BIDANG SARANA PRASARANA DAN TRANSPORTASI
SEKSI SARANA DAN PRASARANA
Nama SOP :

Penyediaan Sistem Informasi Manajemen pada Terminal dan Fasilitas
Pendukung

sar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Keja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

1. Min. SLTA Sederajat

2. Menguasai Administrasi

3. Menguasai Aplikasi Admnistrasi Digital

4. Menguasai Teknik Pengumpulan Data dan Survey

erkaitan Peralatan/ Perlengkapan
1. ATK, komputer, printer, kamera/alat dokumentasi dan kendaraan operasional
ingatan Pencatatan & Pendataan

1. Adanya risiko terjadinya pengrusakan fasilitas (vandalisrme);
2. Perlu ketelitian pada penyusunan administrasi.




PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAS . Kasubbag
Kasi dan
Staf Sarana| kabid spT | Sekretaris lg;';zl: 5::"9‘-'" Output ik
& Prasarana Vefikator
1. | Inventarisasi dan Survei Lapangan Dokumentasi
untuk pendataan Lokasi Yang Akan Lapangan
Ditambahkan Sistem Informasi
2. | Pengolahan Data Hasil Survei Laporan dan Titik
Lapangan dan Penentuan Titik Lokasi Lokasi Rencana
Yang Akan Ditambahkan Pemasangan Sistem
Informasi
3. | Pengusulan Nota Dinas Pelaksanaan Nota Dinas
Penyediaan  Sistem  Informasi
Manajemen Terminal dan Fasilitas
Pendukung
4. | Disposisi Nota Dinas Pelaksanaan Nota Dinas Disposisi
Penyediaan Sistem Informasi Sekretaris/PPK-SKPD
Manajemen Terminal dan Fasilitas
Pendukung
5. | Persetujuan Nota Dinas Pelaksanaan Nota Dinas Disetujui
Penyediaan  Sistem Informasi Kepala SKPD
Manajemen Terminal dan Fasilitas
Pendukung




Perencanaan Item dan Titik Lokasi
Pemasangan Sistem Informasi

Item dan Titik Lokasi
Pemasangan Sistem

Manajemen Terminal dan Fasilitas Informasi
Pendukung
Pemilihan dan Penunjukan Penyedia

Pelaksana Pemasangan Sistem
Informasi Manajemen Terminal dan
Fasilitas Pendukung

Barang/Jasa Terpilih

Penyiapan Berkas Administrasi

Surat Pesanan/SPK

Pelaksanaan Kegiatan

Laporan Progress
dan/atau
Dokumentasi
Pelaksanaan Kegiatan

Dokumentasi dan Laporan Pasca
Kegiatan

Laporan dan/atau
Dokumentasi Pasca
Pelaksanaan
Kegiatan, Berita
Acara Serah Terima
Barang/Jasa




10.| Pembuatan Berkas SPJ Berkas SP)J

12.| Verifikasi SPJ Berkas SPJ
Diverifikasi

13.| Persetujuan Pencairan SPJ Kegiatan Berkas' SPJ Disetujui

14.| Pencairan Dana Kegiatan Bukti Pembayaran

Kegiatan Kepada
Penyedia
Barang/Jasa




Lamiran |
Nomor : 000.8.3.3/ 77¢/Dishub/2024
Tanggal: November 2024

STANDAR PELAYANAN

IZIN BARU PENYELENGGARAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM (TJU)

NO | KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1 | Persyaratan

Identitas/Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon

Pas foto berwarna ukuran 4x6

Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
(NPWPD)

Gambar / Denah Lokasi tempat parkir

Matrai Rp. 10.000 (2 lembar)

Daftar nama petugas parkir

Surat Kuasa (asli) bila dikuasakan kepada orang lain (bermaterai cukup)
Akta Pendirian Perusahaan/ Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Badan
Usaha/ Koperasi

Surat pemnyataan persetujuan kepemilikan usaha/tanah terhadap usaha parkir

o Surat keasliaan dokumen

2 | Sistem, mekanisme dan
prosedur

Eiziirits b
Kegiatan Pomohon | Admin) :*wtil.i_:piiﬂi|l Y
Rosguions!  TinPrgom | Keonghaps  Wokty s

1 Link Googie Fonms enkil

» Pongel

Y denttas prhadh dan lokes: parkr mealu
Pengsia dentas pr pake -~ o

beskas
s foms escacoBEATmAQHY el percten
Dy

Data cerima cleh acmn verfator UPT

Porguoan Pt s inptaan gy o Printer 15Mert  benas

Tim Suvei ! Tem Periznan Parparuran melaksanan
peryauan dlapargan

Tim Surve | T Perzng Fergarkiran
berdasarkan vetetanan dan pealran yang beraky

e o e ey o BN | 2o 4 it
an menyampehan data hasi suvey dan hast
peehtngan e et prk kapata Ko
UpTRPR

§

il

e

Ka UPT PP. Bersama T Penznan Pearcaan _
melkeznahan rapat tekat dokumen hast S SRR M fipe fhar

Prinkse . Suliza

Dieuarkanrya Sural o Defugas pars THU 10 merit

Pale T

Jangka Waktu Pelayanan

7 (tujuh) hari kerja

Biaya

Tidak dipungut blaya (Gratis)

Produk Pelayanan

Izin Baru Penyelenggaraan Parkir Tepi ._m_mz Umum (TJU)

Db w

Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan,

Rt o

Petugas : Staf UPT Pengelolaan Perparkiran
SMS Center -

Hotline / Telp. WA : 0811-5102-666

Wibsite : dishub.banjarbarukota.go.id

Email : uptparkirbjb@amail. com

WhatsApp : 0811-5102-666
Instagram : @upt_perparkiranbjb
Facebook : @Uptperparkiran.banjarbaru

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 | Dasar Hukum

[

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan




NO

KOMPONEN

URAIAN

4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Perparkiran

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

6. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kerja Sama
Dan Insentif Petugas Parkir

Sarana dan prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana :

1. Komputer;

2. Printer;

3. Intemnet;
Prasarana :

1. Ruang pelayanan/ruang tunggu;
2. Parkir;

Kompetensi Pelaksana

Mampu mengoperasikan komputer;

Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;
Berorientasi pada pelayanan,

Mampu menganalisa kebenaran data;

Disiplin;

Bertanggung jawab terhadap pekerjaan

Pengawasan Internal

Dilakukan oleh atasan langsung;
Dilaksanakan secara berkelanjutan;
3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

POTCREN IOy e G I3

Jumiah Pelaksana

10 (Sepuluh) orang

o

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dapat cepat selesai/lancar apabila persyaratan lengkap dan sesuai

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan
standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-
surat.

Ditetapkan di-Banjarbaru
Pad ; ggaljy 7. ‘November 024
\\\I.... s v .

/2 g




Lamiran Il
Nomor : 000.8.3.3/ 777 /Dishub/2024
Tanggal: November 2024

STANDAR PELAYANAN

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM (TJU)

NO — KOMPONEN _ URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN
1 | Persyaratan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
Pas Foto pemohon ukuran 4x6
Gambar/ Denah Lokasi tempat parkir (apabila ada perubahan)
Daftar nama petugas parkir

Surat Kuasa (asli) bila dikuasakan kepada orang lain (bermaterai cukup)
Bukti Pembayaran retribusi parkir terakhir
Surat Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir yang telah habis masa berlakunya
Matrai Rp. 10.000 (3 lembar)

. Surat pernyataan persetujuan kepemilikan usaha/tanah terhadap usaha parkir
10, Surat keasliaan dokumen
11. Surat Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir yang telah habis masa berlakunya

adi-ale ool s a

2 | Sistem, mekanisme dan
prosedur

| Pelaksana UPT. Pengelolaan Perparkiran Hhuty Buky
Mo~ Kegiatan Pemohon | Adwin| Eiiﬁ.:iri - 5
fsauions/ TmPwomn | gy Keeagagw Wk Hesl
| Kasi Porpatiian |
Pongs:an et s s dan locas: ks mealn +Ponse ,
1 Link Gongle Fems berkut - sl perkas
s, foms g scadceBEn 2rRQHT _ | iterret e
: Data éderea teh atmen verfiat UPT - _ ompde Diyaaan
e _ 5Meni betkas
Pt Pato et cotan nj B s s
e S S S e e . SR - — + L ...—rﬂx. re PUNEEIPPRN = | i SNV
m T Suver Tim Peringn Perpasiran meigisiran | oot Dogs Tesrwnys
perinaLan dlapangan R L — tHan asn_
o R R (6. SN
i Suve/ T Perzran Pergaean _ “wﬂwﬁ
4 meiaksanakan perhhugan polens febus parer _ WATK 2 heni _.ﬂ-ﬁa_
berdasarian ketetanan dan peraturan yang besiaky
Tor Perzinan meaporkan has sauan i apangan i ! AT
§ dan mesjampaikan dts has? sunvey dan has! [ e
NG Rt (LS tarkr Kezaa Ko E b
UPTRP _ |
" ¥g UPY PP Bersama Tim Perran Perparran , T x hew - i
| oo DAglak Rapa!
] E&aﬁﬁ%wﬂu ..-_..u........;-.....‘m.' han
pehtngan poens. (elrbus parks ” |

| i e Che HE e et Bl 3 IR

1 Delaarkannya sural 2 pekagas parer T

3. | Jangka Waktu Pelayanan | 5 (lima) hari kerja
4 | Blaya Tidak dipungut biaya (Gratis)
5 | Produk Pelayanan Izin Baru Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum (TJU)
6 | Penanganan, Pengaduan, | 1. Petugas : Staf UPT Pengelolaan Perparkiran
Saran dan Masukan 2. SMS Center ‘-
3. Hotline / Telp. WA :0811-5102-666
4. Wibsite : dishub.banjarbarukota.go.id
5. Email : uptparkirbib@gmail.com
WhatsApp : 0811-5102-666
Instagram : @upt_perparkiranbjb
Facebook : @Uptperparkiran.banjarbaru




NO |

KOMPONEN

|

URAIAN

PENGELOLAAN PELAYANAN

A

Dasar Hukum

=
.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat
Dan Daerah

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perhubungan

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Perparkiran

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kerja Sama
Dan Insentif Petugas Parkir

Sarana dan prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana :

1. Komputer;
2. Printer;
3. Internet;

Prasarana :

1. Ruang pelayanan/ruang tunggu;
2. Parkir,

Kompetensi Pelaksana

Mampu mengoperasikan komputer;
_ Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;
Berorientasi pada pelayanan,;
Mampu menganalisa kebenaran data;
Disiplin;
Bertanggung jawab terhadap pekerjaan

Pengawasan Internal

e B il i B e

Dilakukan oleh atasan langsung;
Dilaksanakan secara berkelanjutan;
Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

L4}

Jumiah Pelaksana

10

(Sepuluh) orang

o

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dapat cepat selesai/lancar apabila persyaratan lengkap dan sesuai

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan

standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan

surat-surat.

Ditetapkan di mm:_m&ma
%Q.:_umq 024

z_ﬂ, ‘ £200012 1 002




Lamiran i
Nomor : 000.8.3.3/ 778 Dishub/2024
Tanggal: November 2024

STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI IZIN TEMPAT KHUSUS PARKIR (TKP)
NO | KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN
1 | Persyaratan 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku
2. Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP)
3. Nomor Pokok Waijib Pajak Daerah (NPWPD)
4. lzin Mendirikan Bangunan (IMB)
5. Surat Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
6. Bukti kepemilikan Lahan/Penguasaan Persil/Bangunan
7. Gambar/ Denah Lokasi tempat parkir
8. Surat Kuasa (asli) bila dikuasakan kepada orang lain (bermaterai cukup)
9. Surat peryataan persetujuan kepemilikan usaha/tanah terhadap usaha parkir
10. Surat keasliaan dokumen
2 | Sistem, mekanisme dan {7 e, sy f femn
prosedur I g | ey | Mg
¥ 2 . 7 i3 ]
1. | Menerima permintaan rekomendasi _ o “ Detaden
dan DPMPTSP melalui apliasi 055 |
RBA dan intan BJB E e | an |
1. | Data Dilerima Oleh Admin Dinas E [ Data dan
Perhubtingan | _ irtemet | o |
3. | Verfikasi data pemmehonan yang el — i}
. B = ™ -
f m!a |
i 4, | Melaksanan peninauan lapangan | Peralstan Lagangan _
| | Jien ] v |
5. | Bonta acara hasil penin | : [ Dadm |
g%a g __.l”_:..t.:!. | | _
& [KaUPT. PP. Garsana Tim Perzian . .“ | e
Pt edavden g | || |
terkal dokumen hasi peniauan i =9 L
ks empat Kusus parki _ _ _ pckan
(DiterimalDitolak i | | b o
7. | Dikeluarkan Sural Rekomendasi H b Ui | Dolumey | 0RO
Tempat Knusus Parkit (TKP) | _.
iy a = |
5Ment | Dokumen
{Ditlak) i aplkas aplksi 0SS s e i _
|| RBA danntan BJ3 S o and | w
3. | Jangka Waktu Pelayanan | 7 (tujuh) hari kerja
4 | Biaya Tidak dipungut biaya (Gratis)
5 | Produk Pelayanan Izin Baru Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum (TJU)
6 | Penanganan, Pengaduan, | 1. Petugas + Staf UPT Pengelolaan Perparkiran
Saran dan Masukan 2. SMS Center ‘-
3. Hotline / Telp. WA : 0811-5102-666
4. Wibsite : dishub.banjarbarukota.go.id
5. Email : uptparkirbjb@gamail.com

WhatsApp : 0811-5102-666

instagram : @upt_perparkiranbjb
Facebook : @Uptperparkiran.banjarbaru
PENGELOLAAN PELAYANAN
1 | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

2.
o

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat
Dan Daerah
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Perhubungan




URAIAN

4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Perparkiran

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

6. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Kerja
Sama dan Perizinan Penyelenggaraan Tempat Parkir Di luar Ruang Milik Jalan

Sarana dan prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana :
1. Komputer,
2. Printer;
3. Internet;
Prasarana :

1. Ruang pelayanan/ruang tunggu;
2. Parkir,

Kompetensi Pelaksana

Mampu mengoperasikan komputer;

Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;
Berorientasi pada pelayanan;

Mampu menganalisa kebenaran data;

Disiplin;

Bertanggung jawab terhadap pekerjaan

Pengawasan Internal

Dilakukan oleh atasan langsung;
- Dilaksanakan secara berkelanjutan;
Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

Gk ] CR b S

(4]

Jumlah Pelaksana

10 (Sepuluh) orang

(o]

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dapat cepat selesai/lancar apabila persyaratan lengkap dan sesuali

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan
standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan
surat-surat.

$.STP, M.Si
\ Pembina Utam (IV/c)
NiR/19820616200012 1 002




Lamiran IV
Nomor : 000.8.3.3/ 779 /Dishub/2024

Tanggal:  November 2024
STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR
NO | "KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN
1 | Persyaratan 1. Surat tugas petugas parkir
2. Tanda bukti penerimaan pembayaran bulan sebelumnya
2 | Sistem, mekanisme dan 5 _ T resewa :
prosedur o illl!! : ﬁ | ﬂl ! Wekty | Oupm | Netwrmngen
i i i L 3 Ll S 5 i pas 7 [} [} e
[T [ FRnuingian Gata ca FIIGATIN DEDEIA Farkie [ Roedakgs | AVest | Owta oan Priarshiaan
3 [ Memiie Surat Ketotagan Relriam Daerah (SAD) Aau _ ﬂ_‘ﬂ_ﬂ Font | Dava dan
‘Surat Tashan Ketrus Daecah (STRD) _ ﬂM_ wlonnass
| Fongaiion dan meni fade oo SOIOSTRD| | s L ..,im_. | SEO/STAD | 3 Merst | Osta don
epod kegisla UPT Porpakian ﬂ _ | P
T | Mengamulan Surat Kemtapen Retrbus Deerah (SXRD) SRD ) GTRD | 2 Memt | Cum dan
gy Surst Toghén Rnulbne Daecsh [STRD) vtk P ehermas
elsbkan gt e
& | Membuat Tanda Bukdi Setoran Nenerimaan sesuei Surat SRD/STRD | 3 Menit | Data dén
Kelstapn Rebibusd Doerah (SKRD) bt Surat Taghan ﬂu ”Msa | iformasi
RelrsDaa (STRD) yarg iokan " Pesian
| ¥
bl |
sebelimay “
7. |Memimwa Tendn Gukl Seton Penerimaan untik i TandaBulti | 2Menl | Data dan
penganibion ks Pak | o] | | s
Khuss B Penwinam memt St | A _ Penean |
T S (75 o o v K\ %=~ ¥ s |
Dinas dhaarken kepada Kes Daerah melshe BRD ditandatangani
Ktsed Benduhara
Penerinaan
0 [Membawa Kards Parkir unhic dipsrgunmalan  oleh d&uw&“ fiaecls Pkl | S0P |
pevgella parks i Japangen _ Setorn Penbeyaran |
Parkdr
3. | Jangka Waktu Pelayanan | 20 (dua puluh) menit
4 | Biaya Tidak dipungut biaya (Gratis)
5 | Produk Pelayanan PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR
6 | Penanganan, Pengaduan, | 6. Petugas : Staf UPT Pengelolaan Perparkiran
Saran dan Masukan 7. SMS Center G
8. Hotline / Telp. WA : 0811-5102-666
9. Wibsite : dishub.banjarbarukota.go.id
10. Email : uptparkirbjo@gmail.com
WhatsApp : 0811-5102-666
Instagram : @upt_perparkiranbijb
Facebook : @Uptperparkiran.banjarbaru
PENGELOLAAN PELAYANAN
1 | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat
Dan Daerah

3. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perhubungan




NO

KOMPONEN

URAIAN

4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Perparkiran

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

6. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kerja Sama
Dan Insentif Petugas Parkir

Sarana dan prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana :

1. Komputer;

2. Printer;

3. Internet;

4. Tanda Bukti Penerimaan
Prasarana :

1. Ruang pelayanan/ruang tunggu;
2. Parkir;

Kompetensi Pelaksana

Mampu mengoperasikan komputer;

Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;
Berorientasi pada pelayanan;

Mampu menganalisa kebenaran data;

Disiplin;

Bertanggung jawab terhadap pekerjaan

Pengawasan Internal

- Dilakukan oleh atasan langsung;
Dilaksanakan secara berkelanjutan;
Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

Nal@o ko=

5

Jumiah Pelaksana

2 (dua) orang

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dapat cepat selesaiflancar apabila persyaratan lengkap dan sesuai

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan
standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan
surat-surat.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal, ..——November 2024

o

AD MIRHANSYAH. S.STP. M.Si
"Rembina Utama Muda (IV/c)
NIP-1¢8206416-200012 1 002




PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGUIJIAN & PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR \
DINAS PERHUBUNGAN

&

Nomor SOP + 000.8.3.3/ /Dishub/2024

Tanggal Pembuatan : 15 November 2024
Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif

Disah Kan Oleh

PERHUBUNGAN

Nama SOP Pelayanan Kir Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Angkutan Jalan.

2. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

3. PP No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

4. PM No. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan.

2. Mengetahui Peraturan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing.

4. Memiliki Kompetensi penguji (Untuk menguji Kendaraan), sesuai jenjang t

Keterkaitan :

Peralatan :

Pengawasan monitoring Perbengkelan dan Karoseri

1. Alat Uji Non Mekanis (Meteran, Palu, Obeng, Tang, dll)
2. Alat Uji Mekanis (Alat Uji Emisi Gas Buang dll)

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi ketidak lancaran, ketidak transparan,
ketidak jelasan pelayanan kir kendaraan.

1. Pendataan Jumlah kendaraan wajib Uji di Kota Banjarbaru.
2. Disimpan sebagai data arsip secara elektronik dan manual.




PELAKSANA MUTU BUKU
Pengolah Data o
SEGIATAY Pemohon Penguiji Kelengkapan Waktu Out Put RETERANGAN
Fungsional Umum
2 3 4 5 10 11 12 13
ERIMA BERKAS PERMOHONAN UNTUK
DIREGISTRASI DAN MEMERIKSA - KA“TUlJJI Ssth::L:L?RD 5 MENIT PEEEE‘:E::N )
KELENGKAPANNYA
VIPERSILAHKAN PEMILIK KENDARAAN |
ERTA KENDARAAN UNTUK UJI TEKNIS 4 SR
DAP, AGAR DAPAT MENENTUKAN LULUS .
UJI ATAU TIDAK
PRA UJI 2 MENIT 2
EMISI GAS BUANG 2 MENIT g
BAWAH KENDARAAN / LORONG UJI DAN R
ATAU PLAY DETECTOR F
\MPU / KEMAMPUAN PANCAR LAMPU
UTAMA 1 MENIT }
UJI REM / BRAKE TESTER 2 MENIT e
SIDE SLIP / KINCUP RODA DEPAN 2 DETIK e
SPEEDOMETER 5 RIENEF PENEL::AS IHASIL )
IVERAHAN BAP KELOKET ADMIN DAN
PENCETAKAN HASIL UJI 2 MEHEY )
TOTAL WAKTU 22 MENIT .




